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MOTTO

“Barang siapa yang memperlajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditujukan
untuk mencari ridho allah bukan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan
duniawi maka ia akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat™
(Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)*

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”’
(Ibu Kartini)

! Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu

2 |bu Kartini. Contoh motto terbaru dalam skripsi
http://www.maribel g arbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-
skripsi.html?m=l
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“Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jual Beli
pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil
karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah
digukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung
jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus
dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2020
Y ang Menyatakan

Siti Faridatul Lailiyah
NIM 170903101010
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RINGKASAN

Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jual
Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; Siti Faridatul
Lailiyah, 170903101010; 2020; 61 halaman ; Program Studi D111 Perpajakan
Jurusan lImu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas
Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 03 februari 2020 sampai
dengan 31 maret 2020 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso bertujuan untuk mengetahui prosedur — prosedur perpajakan seperti
mekanisme pembayaran, validasi dan perhitungan BPHTB atas transaksi jual beli
yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso yang
mencakup syarat-syarat dokumen yang diperlukan dalam ha jua beli, dan juga
dapat mengtahui semua kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso khususnya dibidang PBB P2 dan BPHTB.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribus daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
adalah pgjak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adal ah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan,
sedangkan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak
pengel olaan beserta bangunan di atasnya.

Mekanisme Validasi Surat Setoran Pgak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mencoocokkan suatu dokumen
dengan formulir SSPD-BPHTB, mengoreksi dokumen tersebut, mencocokkan
Nomor Objek Pgak yang dicantumkan dalan SSPD-BPHTB dengan Nomor
Objek Pagjak yang tercantum dalam fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima
Setoan (STTS)/ bukti pembayaran dari Bank Jatim, mencocokkan Nilai Jua
Objek Pgak bumi per meter persegi pada SPPT maupun sertifikat tanah,
mencocokkan Nilai Jua Objek Pagak bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per
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meter persegi pada SPPT, meneliti kebenaran dalam perhitungan BPHTB yang
meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif pengenaan atas objek pgak tertentu, besarnya
BPHTB yang terutang dan BPHTB yang harus dibayarkan.

Pelaksanaan validasi SSPD-BPHTB dilakukan setelah wajib pajak
melunas atau membayarkan BPHTB pada Bank Jatim dengan menggunakan
SSPD-BPHTB. Pembayaran tersebut dilakukan pad Bank Jatim yang ditunjuk
oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. validasi SSPD-BPHTB
dilakukan oleh bagian pelayanan BPHTB. Kemudian, SSPD-BPHTB akan
ditandtangani oleh Kepala Bidang BPHTB, dan setelah itu formulir SSPD-
BPHTB lembar ke 1, 2, 3 akan diberikan kepada wajib pajak, dan formulir SSPD-
BPHTB lembar ke 4 akan diambil oleh bagian pelayanan BPHTB untuk dijadikan

arsip, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor :0684/UN25.1.2/SP/2020, Jurusan
[Imu Administrasi, Program Studi Diploma |11 Perpajakan, Fakultas [Imu

Sosial dan [Imu Politik, Univer sitas Jember .
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PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja

Nyata yang berjudul “M ekanisme Validas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso” dengan lancar. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md) pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIl Perpajakan
Fakultas [Imu Sosia dan IImu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, saran,

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1.

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas IImu Sosial dan lImu
Politik Universitas Jember;

Dr. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
IImu Sosial dn IImu Politik Universitas Jember;

Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi DIl Perpgakan Fakultas
IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember;

Bapak Galih Wicaksono, SE., M.Si.,Ak selaku dosen pembimbing akademik
(DPA);

Bapak Drs. Suhartono, M.P selaku dosen pembimbing laporan praktek kerja
nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis
sehingga menyelesaikan laporan ini dan selaku dosen supervisi yang telah
memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan praktek kerjanyata;
Bapak dan Ibu dosen penggjar yang telah memberikan ilmunya demi
kesuksesan belgjar menulis, serta staf usaha yang telah membantu penulis
dalam melaksanakan studi di Fakultas ilmu sosid dan ilmu politik
universitas jember;

Ibu Dra. Hj. Endang Hardiyanti, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso yang telah menerima penulis untuk melakukan
Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah K abupaten Bondowoso;
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8. Bapak Muhammad Kusno, S.Sos, selaku kepala bidang PBB dan BPHTB;

9. Seluruh staf dan karyawan bidang BPHTB dan PBB-P2;

10. Seluruh keluarga besar saya, terutama ayah dan ibu tercinta, terimakasih atas
do’a semangat dan dukungan yang diberikan selamaini;

11. Teman-teman diploma Il perpaakan angkatan 2017 dan semua pihak yang
telah membantu saya selama studi;

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang
telah mendukung hingga tersel esaikannya laporan praktek kerjanyataini;

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki
kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari
semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga

laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya

pembaca.

Jember, 2020

Penulis
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini negara indonesia sedang melakukan pembangunan yang
sangat besar diberbagal bidang baik ekonomi, sosia, politik, hukum maupun pada
bidang pendidikan yang bertujuan untuk mensgahterahkan rakyatnya,
mencerdasakan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk melakukan
pembangunan tersebut suatu negara harus memperhatikan masalah pembiayaan.
Sdlah satu usaha pemerintah yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan
tersebut yaitu dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari negara sendiri
yaitu dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan pada pasal 1 ayat 1, dapat dipahami bahwa
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pgak merupakan sumber pendapatan
terbesar negara. Meskipun masih ada penyumbang lain selain pajak, tetapi sampai
saat ini sektor pajak menyumbang prosentase terbesar daripada sektor-sektor
pendapatan lainnya.

Pajak merupakan kewagjiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pgak
baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pemerintah
daerah diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang nyata
dan bertanggung jawab demi peningkatan pelayanan dan kesegjahteraan daerahnya.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan guna
membiayal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat
daerahnya sendiri. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis
dan bertanggung jawab diperlukan pendapatan untuk membiayai pembiayaan
rutin maupun yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Meningkatnya
pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada wajib paak serta
usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan sumber-
sumber asli daerah. Sumber-sumber asli daerah tersebut diperoleh dari Pendapatan
Adli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan asli daerah
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yang sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyal
wewenang untuk mengelola segala bentuk pendapatan yang berasal dari
pendapatan asli daerah. Pendapatan Adli Daerah yang didapatkan salah satunya
berasal dari Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pasa 1 ayat 10, dapat dipahami bahwa pajak daerah
adalah kontribus wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk kepentingan daerah
bagi sebedar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan pendapatan daerah kabupaten
bondowoso diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemunggutan pajak
daerah dan termasuk PBB P2 dan BPHTB. Sebagaimana tercantum dalam
Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang saat ini mulai berkembang
dengan baik mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan
sumber daya alam dengan baik. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso
setigp tahunya selalu mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan
terutama pendapatan dari Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, jenis pgjak yang
dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah Pajak
Hotel, Pgak Reklame, Pgjak Restoran, Pgjak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,
Pgak Minera Bukan Logam dan Batuan, Pgak Parkir, Pgjak Air Tanah, Pgjak
Sarang Burung Walet, Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan
segala urusan pemerintah daerah kabupaten bondowoso bak dalam hal
penerimaan pajak daerah maupun retribusi, mengadakan koordinasi dengan
instans terkait dalam perencanaan, pengembangan pendapatan serta pengendalian
pel aksanaan pemungutan pendapatan dan tugas yang lain yang diperintahkan oleh
bupati bondowoso.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun
2010 Tentang Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
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Pgjak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadai atau badan.
Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang dibidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan pada Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sumber pendapatan
dari sektor paak yang memiliki potens yang cukup bak di Kabupaten
Bondowoso. Hal ini disebabkan karena semkain banyak properti permahan di
Kabupaten Bondowoso. Berikut merupakan target dan realisas penerimaan
pendapatan daerah yang berasa dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bondowoso

Tahun 2015 s/d Tahun 2019
No. Tahun Target Penerimaan Realisas
Pendapatan (Rp) (Rp)
1 2015 2.000.000.000 2.419.887.704
2 2016 2.000.000.000 2.637.775928
3. 2017 2.750.000.000 4.383.952269
4 2018 2.850.000.000 4.425.296636
5. 2019 4.489.000.000 5.134.911.787

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

Dari data yang ada pada tabel 1.1. terlihat bahwa jumlah redlisasi dari Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun penerimaannya selalu
meningkat. Dapat dikatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) menyumbang pemasukan pada Pendapatan Adli Daerah (PAD) yang
cukup tinggi nominalnya. Pgjak BPHTB pada Kabupaten Bondowoso merupakan
pajak yang produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat
dioptimalkan sosialisasi dan pelayanannya. Pada tahun 2019 Realisasi penerimaan
paak BPHTB telah mencapa target yang telah ditentukan yaitu, sebanyak
Rp. 5.134.911.787. Berikut rincian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas
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Tanah dan Bangunan Tahun anggaran 2019 bulan Januari sampai dengan bulan
Desember.

Tabel 1.2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun
anggaran 2019 Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.

No. BULAN Target (Rp) Realisas (Rp)
1. Januari 4.489.000.000 307.743.159
2. Februari 4.489.000.000 905.548.884
3. Maret 4.489.000.000 1.454.881.084
4. April 4.489.000.000 1.681.254.609
5. Mei 4.489.000.000 2.069.812.259
6. Juni 4.489.000.000 2.284.340.659
7 Juli 4.489.000.000 2.962.016.509
8. Agustus 4.489.000.000 3.388.368.559
9. September 4.489.000.000 3.834.218.659
10. Oktober 4.489.000.000 4.268.660.209
11. November 4.489.000.000 4.653.956.359
12. Desember 4.489.000.000 5.134.911.787

Jumlah 4.489.000.000 5.134.911.787

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

Target dan Redlisas tersebut telah mencapai target tentunya tidak terlepas
dari tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso salah
satunya dengan cara vaidas atas kebenaran dan kelengkapan data pada Surat
Setoran Pgjak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Validasi
surat setoran pajak daerah BPHTB ini bertujuan untuk mencocokkan data objek
pajak pada surat setoran pajak daerah (SSPD-BPHTB). Mekanisme ini berguna
untuk memfilter kesalahan-kesalahan data wajib pajak antara lain ketidakcocokan
lembar SSPD-BPHTB dengan data pendukung wajib pajak yang akan divalidas,
data pendukung wajib pajak yang tidak lengkap dengan syarat-syarat untuk
penggjuan validasi BHTB. Persyaratan yang tidak lengkap akan memperlambat
proses validas yang dilakukan karena wajib pajak akan kembali lagi untuk
melengkapi data-data tersebut.
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Dengan adanya keadaan tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan
pajak daerah BPHTB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bondowoso, tempat penulis melakukan praktek kerja nyat yang ditempatkan pada
bidang PBB P2 dan BPHTB dibagian pelayanan BPHTB. Sehingga penulis
memutuskan mengambil BPHTB untuk dijadikan salah satu judul laporan tugas
akhir, dengan judul “Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan data yang diperoleh selama Praktek Kerja
Nyatadi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka rumusan
masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana mekanisme validas bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan atas jual beli pada badan pendapatan
daerah kabupaten bondowoso?

1.3  Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek KerjaNyata
a. Untuk mengetahui prosedur validasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan atas jual beli pada badan pendapatan daerah kabupaten
bondowoso secara teori maupun praktek secaralangsung.
b. Untuk mengetahui tarif pgjak bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan atas transaksi jual beli.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata
a. Bagi mahasiswa

1) Mengetahui prosedur validasi bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan atas jual beli pada badan pendapatan daerah kabupaten
bondowoso.

2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan
tentang tarif pgjak dan cara perhitungan Bea Perolehan hak atas tanah
dan bangunan atas transaksi jua beli.
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3) Memperoleh informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan
seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-
waktu dapat berubah.

4) Sebagai saranan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan
laporan praktek kerjanyata (PKN).

b. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

1) Dengan disusunya laporan praktek kerja nyata nantinya dapat
diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan
informasi timbal balik bagi mahasiswa dan badan Pendapatan daerah
kabupaten bondowoso.

2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja

3) Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan

instans terkait dalam penyediaan |apangan kerja.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Dasar-dasar Perpajakan
2.1.1 Definisi Pgjak

Definisi pajak secararesmi dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgjakan yang berbunyi:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pagjak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan secara langsung dapat ditunjukkan
ddan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Secara sederhana, paak
berfungs sebagai sumber keuangan negara dan mempunyai fungsi mengatur
pemasukan negara (Hartati, 2015:2).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa paak
merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara,
baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan
Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara
langsung karena hasil dari pembayaran paak digunakan untuk membiayai
pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dan bidang sosia dan

ekonomi.

2.1.2 Fungs Pajak
Pagak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara,
khususnya pembangunan. Pgak merupakan sumber pendapatan negara dalam
membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk
pembangunan. Fungsi pajak menurut Priantara (2016), adalah sebagai berikut:
1. Fungs Budgetair (pendanaan)
Fungs budgetair merupakan fungsi utama pagak, yaitu pgak dipergunakan

sebagal aat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal
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berdasarkan undang-undang. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya

ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan

ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi berkaitan dengan upaya menggali
potensi pgjak yang belum atau kurang maksimal pengenaannya sedangkan
ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak yang terdaftar.

2. Fungs Regulair (mengatur)

Fungs regulair disebut juga fungsi tambahan karena pagjak yang digunakan

sebagal alat untuk mencapal tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar

bidang keuangan. meskipun bukan fungs utama, fungsi regulair pada
ekonomo makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal
dari pemerintah yang menjadi mitra dari kebijakan moneter oleh bank sentral

(Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

a. Pgak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pengenaan pajak
atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba
mengkonsumsi barang mewah.

b. Tarif pgak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi
barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar
cadangan devisa negara dan mendorong investas dan lapangan kerja
domestik.

c. Kompensas kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu
bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan

percepatan pembangunan.

2.1.3 Pengelompokkan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi
berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan
1. Pgak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dlimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib
pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).
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2.

Pgak tidak langsung, adalah pgak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai
(PPN).

b. Menurut sifat

1

Paak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaaan dari wajib paak. Contohnya adalah pajak
penghasilan (PPh).

Pgak objektif, adaah pagak yang berpangka atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pgjaka. Contohnya
adalah pgjak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang
mewah (PPnBM).

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1.

214

Pgak pusat, adalah paak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah
paak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak
penjualan atas barang mewah (PPNnBM) dan bea materai.

Pgak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a) Pagak provins, contoh : pajak kendaraan bermotot dan pajak bahan
bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pagak
air permukaan dan pajak rokok.

b) Paak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak
reklame, pajak hiburan, paak penerangan jalan, pajak parkir, pajak
minera bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung
wallet, pgak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak
Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
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sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu

antaralain:

1

Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menghirung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada
pada pemungut pajak atau fiskus. WP bersifat pasif karena timbulnya utang
pajak menunggu surat ketetapan dari fiskus. Dalam sistem ini berhasil atau
tidaknya pemungutan pajak bergantung pada peran fiskus.

Salf Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak
berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri
paaknya. Fiskus tidak ikut mempertimbangkan besarnya pajak terutang
kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya
pemungutan pajak bergantung pada peran aktif dan kesadaran wajib pajak
untuk membayar pajaknya.

Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pgak
yang terutang dihitung dan dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bukan
wajib pagak ataupun fiskus. Pihak ketiga yang dimaksud misalnya
bendaharawan instansi.

2.15 Tarif Pgjak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak

yang harus dibayar). Dari pengertian diatas, perhitungan paak terhutang

menggunakan tarif pagjak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.

Penetapan tarif pgjak harus berdasarkaan pada keadilan. Berarnyatarif pajak dapat

dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4

macam, yaitu :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsiona terhadap besarnya
nilai dikenai pajak.

Contoh : penyerahan barang kena pgak di dalam daerah pabean akan
dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

10
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b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai
nomina berapapn adalah Rp. 3.000,-

c. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Contoh : pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang
pribadi dalam negeri.

Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pgjak Tarif Pgjak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25%
Di atas Rp. 500.000.000,- 30%
d. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikena pajak

semakin besar.

2.2  Pajak Daerah dan Retribus Daerah
2.2.1 Pengertian Pgjak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pgjak dalam
tataran pemerintahan yang lebih rendah yaitu Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleg orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

11
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2.2.2 JenisPgak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgak
Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pagjak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu :
a. JenisPagjak Provinsi terdiri atas :
Pgjak Kendaraan Bermotor;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor;
Pajak Air Permukaan; dan
Pajak Rokok.
b. Jenis Pgak Kabupaten/Kotaterdiri atas:
Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pgjak Hiburan;
Pgjak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pagjak Parkir;
Pgak Air Tanah;
Pgjak Sarang Burung Walet;

. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

o W DN P
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. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Ciri-Ciri Pgjak Daerah
Menurut Samudra (2015:68), ada beberapa ciri-ciri Pgjak Daerah, yaitu :

1. Pgak daerah dipungut oleh pemerintah daerah terbatas dalam wilayah
administratif yang dikuasainya.

2. Hasil pemungutan pgjak daerah dipergunakan untuk membiaya pengeluaran
daerah sebagai badan hukum.

3. Pagjak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah
(Perda), maka sifat pemungutan pgak daerah dapat dipaksakan kepada
masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administras

kekuasaaanya.

12
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2.2.4 Pembayaran dan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun

2010 tentang Pajak daerah, tata cara pembayaran dan penagihan pajak adalah
sebagal berikut :

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Pasal 85
Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terhutangnya
paak dan paling lama 6 (enam) bulan sgak tanggal diterimanya SPPT oleh
wajib pajak.
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
paak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangla waktu paling lama 1 (satu) bulan sgjak tangga
diterbitkan.
Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib paak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pagak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran paak diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 86
Pgak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan surat paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undagan.

225 Tarif Pgjak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Derah

dan Retribusi Daerah, Tarif Pgjak Derah adalah sebagai berikut :
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1. Tarif Pgak Kendaraan Bermotor

a

Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi pertama paling rendah
sebesar sebesar 1% (satu perseratus) dan paling tinggi 2% (dua
perseratus);

Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua
perseratus) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus

Tarif Pgjak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosid dan keagamaan,
pemerintah/TNI/POLRI/, Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar
0,5% (nol koma lima perseratus) dan paling tinggi sebesar 1% (satu
perseratus).

Tarif Pgak Kendaraan Bermotor aat-alat berat dan aat-alat besar
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) dan
paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).

2. Tarif BeaBaik NamaKendaraan Bermotor

Penyerahan pertama paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus)
Penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 0,075% (nol koma
nol tujuh puluh lima perseratus).

Untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-
alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pgak ditetapkan
penyerahan pertama paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh
lima perseratus) dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi

sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima perseratus).

3. Tarif Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh perseratus) dan untuk tarif Pgjak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit
50% (lima puluh perseratus) lebih rendah dari tarif Pgjak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4. Tarif Pgjak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

perseratus).
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5. Tarif Pgjak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari cukai
rokok.

6. Tarif Pgak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

7. Tarif Pgak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Tarif Pgak Hiburan

a. Tarif Pgak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima
perseratus).

b. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan,
diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan
mandi uap/spa, tarif Pgjak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar
75% (tujuh puluh lima perseratus).

c. Khusus untuk Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pagjak
Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

9. Tarif Pgak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima
perseratus).
10. Tarif Pgjak Penerangan Jalan

a. Tarif Pgak Penerangan Jalan ditetapkan pling tinggi sebesar 10% (sepuluh
perseratus).

b. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus).

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pgjak Penerangan
Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

11. Tarif Pgak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar

25% (dua puluh lima perseratus).

12. Tarif Pgjak Parkir ditetapkan pling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

13. Tarif Pgak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
perseratus).

14. Tarif Pgjak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh perseratus).

15. Tarif Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus).
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16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi
sebesar 5% (lima perseratus).

2.2.6 Pengertian Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgak
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 64 menjelaskan bahwa Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

2.3  BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum
BPHTB adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (UU BPHTB) dan peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum
tersebut menerangkan bahwa BPHTB adalah pgak pusat. Akan tetapi mulai
tanggal 1 Januari 2011, BPHTB telah resmi sepenuhnya menjadi pgjak daerah
yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribuss Daerah (UU PDRD). Sedangkan dalam rangka pelaksanaan
pemungutan BPHTB di Kabupaten Bondowoso, serta sebaga pelaksanaan
pemungutan BPHTB Pasal 95 Ayat 1 UU PDRD tersebut, kabupaten bondowoso
menetapkan peraturan daerah kabupaten bondowoso Nomor 15 Tahun 2010
tentang pajak daerah. Sedangkan peraturan daerah kabupaten bondowoso Nomor
57 tahun 2010 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan.

Ada beberapa alasan mengapa pajak atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan tidak dinamakan PPHTB (pgak perolehan hak atas tanah dan
bangunan), akan tetapi dinamakan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan), yaitu :
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1

Daam bea, baik BPHTB maupun bea materai, tidak membutuhkan nomor
identitas sebagaimana Nomor Objek Pgak (NOP) dalam paak bumi dan
bangunan (PBB) atau Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP) dalam paak
penghasihan (PPh). Salah satu fungsi dari nomor identitas adalah untuk
memudahkan petugas pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak.

Daam bea, bak BPHTB maupun Bea Materai, wajib pgak diharuskan
membayar pajak sebelum saat terutang.

Dalam bea, baik BPHTB maupun Bea Materai, wajib pajak bisa membayar
pajak berkali-kali terikat dengan masa ataupun tahunan.

2.3.2 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai

berikut :

a

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pgjak Daerah Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kabupaten Bondowoso.

2.3.3 Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi wajib

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek Pagjak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Perolehan atas tanah dan bangunan meliputi sebagai berikut :

1

Pemindahan hak

pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang senggjak dilakukan
dengan tujuan agar hak atas tanah dan bangunan berpindah dari yang
mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Pemindahan hak meliputi :
a. Jual bdi
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. Tukar menukar

Hibah

. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai
pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau
badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat
meninggal dunig;

. Waris, yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris

dan pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada
perseroan terbatas ataubadan bukum lainnya.

. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan
sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;

. Penunjukan kembali dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh
pejabat |elang sebagaimana yang tervcantum dalam risalah lelang.
Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal kekuatan hukum tetap,
artinya terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai
sdah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim
tersebut.

Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau
lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan
usaha dan melikuidasi badan usaha laninnya yang menggabung.

. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha
dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidadi badan-badan
usaha yang bergabung tersebut.

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan
usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut
yang dilakukantanpa melikuidadi badan usaha yang sama.
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m. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah

dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum

kepada penerima hadiah.
2. Pemberian hak baru, yaitu:
a. Keanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi

atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak,

yang melipuiti:

1) Pencabutan (untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak hak
atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang
layak).

2) Pembebasan hak atas tanah, yaitu melepaskan hubungan yang
semula diantara pemegang hak/penguasa hak atas tanahnya dengan
cara memberikan ganti rugi.

b. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang

pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

Hak milik, turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat
dimiliki orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasa
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang
ditentukan oleh perundang-undangan.

Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu
yang ditetapkan dalam undang-undang.

Hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau dikuasai langsung oleh
negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan
kewgiiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh

pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
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5)

6)

pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian dengan pemilik tanahnya,
yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan
tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat
perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi
juga hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang
bersangkutan.

Hak pengelolaan, hak menguasai dari nagara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagaian dilimpakan kepada pemegang haknya,
antara lain, berupa perencanan peruntukan dan penggunaan tanah,
penggunaan tanah untuk keperluan tugasnya, penyerahan bagian-
bagian dari tanah tersebut pada pihak ketiga dan atau bekerja sama
dengan pihak ketiga.

2.3.4 Objek yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Berdasarakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasa 85 ayat 4.
Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek paak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b.

Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungs dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

Orang peribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
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2.3.5 Tarif BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif pgjak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk meberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota
untuk menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondis masing-masing
daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi
kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda
dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak Iebih dari lima persen.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 15 tahun 2010 pasal
75 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima
persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak
setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pgjak (NPOPTKP)
dengan formulasi sebagai berikut :

BPHTB = 5% x (NPOP — NPOPTKP)

Keterangan :
BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek pajak tidak Kena Pajak

2.3.6 Nila Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NPOP, yang diatur pada Peraturan
Pemerintah Daerah Kabupaten. Adapun dasar pengenaan pajak BPHTB
kabupaten Bondowoso diatur pada Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso
nomor 15 tahun 2010 pasal 74, yaitu dalam hal:

Jual beli adalah harga transaksi
Tukar menukar adalah nilai pasar
Hibah adalah nilai pasar

Hibah wasiat adalah nilai pasar
Waris adalah nilai pasar

o gk~ w D PF

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
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7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilal pasar

10. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar

11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar

12. Peleburan usaha adalah nilai pasar

13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar

14. Hadiah adalah nilai pasar

15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada nilai jual objek

paak (NJOP) yang digunakan dalam penggunaan pajak bumi dan bangunan

(PBB) pada tahun terjadinya perolehan (saat terutang), maka dasar pegenaan pajak

yang dipaka adalah NJOP PBB, namun tidak berlaku untuk lelang. Besarnya

NJOP terdapat pada surat pemberitahuan pgak terutang bumi dan bangunan

(SPPT PBB)

2.3.7 Nila Perolehan Objek Pajak yang tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
NPOPTKP adalah suatu besarab tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan
pajak. apabila NPOP yang menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek BPHTB
kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut tidak ada
BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Sementara apabila
NPOP besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan mka besarnya paak
terutang dihitung dari selisih antara NPOP dengan NPOPTKP.
Nilal perolehan objek pajak tidak kena pgjak (NPOPTKP) diberikan untuk
setiap perolehan hak sebagai pengurang perhitungan BPTB terutang.
a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pgak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan
sebesar Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak (PERDA Nomor 15 tahun
2010).
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b.

C.

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu dergjat ke atas atau satu dergjat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena
Paak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (PERDA Nomor 15
Tahun 2010).

Jika Nilai Perolehan pajak kurang dari Nilai Perolehan Objek Pagjak tidak
Kena Pgjak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak
adalah Nihil.

2.3.8 Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 pasal 77

tentang pajak daerah mengatur tentang saat terutang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan dengan ditetapkan untuk :

a

b
C.
d.
e. Waris adalah sgjak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya

Jual beli adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

. tukar menukar adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hibah wasiat adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

kekantor bidang pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sgjak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sgak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

Lelang adalah sgjak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal
ditandatanginya risalah lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor
lelang lainnya yang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memuat antaralain nama pemenang lelang;

Putusan hakim adalah sgak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;
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j. Pemberian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan dari pelepasan hak dan
pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sgak tanggal diterbitkannya
surat keputusan pemberian hak;

k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sgjak tanggal ditandatangani
dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
pemekaran usaha adalah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hadiah adal ah sgjak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pgak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

© 5 3

dengan menggunakan SSPD (surat setoran pajak). Sedangkan tempat terutang
BPHTB adalah wilayah kabupaten, kota, atau provins yang meliputi letak tanah

dan/atau bangunan.

24 Mekanisme Validas Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan atas Transaks Jual Beli.

24.1 Pengertian mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, mekanisme
yaitu cara kerja. Sedangkan pengertian lain yaitu hal saling bekerja seperti mesin
(jika sutu bergerak, maka lainnya ikut bergerak). Makna pengertian tersebut yaitu
cara kerja dalam suatu organisasi dengan melakukan interaksi bagian satu dengan
bagian lainnya dalam suatu sistem demi berjalannya kegiatan sesuai dengan

tujuan.

24.2 Pengertian Mekanisme Validas Surat Setoran Pgjak Daerah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli.

M ekanisme Penelitian Surat Setoran Pgjak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan
kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Prosedur ini dilakukan
setelah wajib pgak melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah Bea
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara
Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
Bangunan dilakukan oleh fungsi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah. Jika
semua kelengkapan dan kesesuaian data objek paak terpenuhi maka fungsi
pelayanan akan menandatangani surat setoran pagjak daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah Bangunan.

Penelitian Surat Setoran Pgjak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan ini dilakukan oleh bagian pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk
mengoreksi kelengkapan dokumen, mencocokkan NOP yang tercantum dalam
SSPD-BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotocopi SPPT atau surat
tanda terima setoran (STTS) / bukti pembayaran, mencocokkan NJOP bumi per
meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP bumi per
meter persegi pada sertifikat tanah dan akta jual beli, mencocokkan NJOP
bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-BPHB dengan NJOP
bangunan per meter persegi pada SPPT dan sertifikat tanah, meneliti kebenaran
penghitungan BPHTB meliputi komponen NPOP, NPOPTKP , tarif, pengenaan
atas objek paak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus
dibayar, dan meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1. Lokas dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.1.1. Lokas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan oleh penulis setelah
menyelesaikan tahapan — tahapan atau prosedur di Fakultas maupun di daerah
tempat Praktek Kerja Nyata. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan
Khairil Anwar No. 279 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Pada instans
tersebut, penulis ditempatkan pada tempat pelayanan PBB-P2 dan BPHTB oleh
Kasie Intens dan Ekstens Bidang PBB dan BPHTB yang bernama Ibu Erika
Rachmawati, S.Sos.

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas
yaitu dimulai dari bulan Februari 2020 sampal dengan bulan Maret 2020. Adapun
kegiatan Praktek Kerja Nyataini dilakukan sesual dengan jam kerja yang berlaku
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)

_ Jam Kerja (WIB)
Hari i : :
Jam Pagi Istirahat Jam Siang
Senin — Kamis 07.00-12.00 12.00-13.00 13.00-15.45
Jum’at 07.00-11.00 - -
Sabtu dan Minggu Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020

3.2.  RuangLingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata
3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Daam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini, penulis mengambil judul
“Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jual Beli
pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso”. Berkaitan dengan

keimuan dan judul, maka penulis ditempatkan di bagian pelayanan BPHTB dan

26


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PBB-P2 terhitung selama 2 bulan, penulis berada di pelayanan BPHTB dan PBB-
P2 secara bergantian.

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah apel pagi setiap hari
senin sampai hari kamis. Sedangkan, untuk hari jum’at diadakan kegiatan
olahraga senam pagi. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis
mel akukan kegiatan yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan seperti melakukan perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, melakukan validas terhadap bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.

Di selasdla kegiatan utama, penulis juga mengumpulkan data-data
berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan dan Penelitian Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibutuhkan guna
menunjang pelayanan laporan PKN ini. Selain mengumpulkan data, penulis juga
mengumpulkan informass melalui kegiatan wawancara kepada staf pelaanan
BPHTB dan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah K abupaten Bondowoso.

3.2.2. Kegaatan yang dilakukan secaraterjadwal selama Praktik Kerja Nyata.
Berikut merupakan tabel kegiatan penulis selama melaksanakan praktik
kerjanyata di badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso :
Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Waktu

Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan

«y 2 (3)

Senin, 03 a. Mengikuti apel pagi setelah itu Penulis dapat mengenal

Februari menemui  |lbu Sukma agar lingkungan kerja pada
2020 diarahkan ke bidang yang badan pendapatan daerah
ditentukan. Saya ditempatkan di kabupaten bondowoso.
Penanggung bidang pelayanan PBB P2 dan - Bapak Drs. Heru
Jawab : 1bu BPHTB. Sukamto M.Si selaku

AnisSafiah b, Perkenalan dan penjelasan dari Sekertaris Badan
Kepala Bidang PBB P2 dan Pendapatan Daerah
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BPHTB dan penempatan ruang
bagi peserta Praktek Kerja Nyata
(PKN).

Ditempatkan di ruang pelayanan
PBB P2 dan BPHTB dan
bertugas menginput data register
BPHTB yang telah divalidasi.

Kab.Bondowoso.

- lbu Erika
Rachmawati, S.Sos
selaku Kabid
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Bidang
PBB dan BPHTB

- lbu syafiah
selaku bagian
pelayanan BPHTB

- Mendapat arahan dari

selaku

pelayanan

Anis

ibu anis
bagian
BPHTB tentang aur

dalam menginput
dataregister BPHTB.
Selasa, 04 Mengikuti apel pagi Mengetahuli pengisian
Februari . Menginput dataregister BPHTB register SSPD-BPHTB
2020 yang telah divalidas yang telah divalidasi.
Mendapatkan penjelasan  dari
Penanggung bagian pelayanan dalam mengisi
Jawab : 1bu register BPHTB yang telah
Anis Safiah divalidasi
Rabu, 05 Mengikuti apel pagi Mendapat penjelasan
Februari . Mengis register BPHTB yang dalam pengisan buku
2020 telah divalidas pada buku besar besar BPHTB yang telah
regisser BPHTB vyang telah divalidas.
divalidasi.
Kamis, 06 Mengikuti apel pagi - Mengetahui  lembar
Februari . Memilah lembar SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB  yang
2020 beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh

wajib pgak yang akan dijadikan

bagian pelayanan
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Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.
Menginput
Penelitian objek data baru Pajak
Bumi dan Bangunan

Laporan Hasil

BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan3

Mengetahui  laporan
Hasil Penlitian objek
data baru PBB

Jum’at, 07
Februari
2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti senam pagi

. Menginput Data Kolektif untuk

perumahan wajib pajak

Melanjutkan memilah lembar
SSPD - BPHTB
dokumen pendukung wajib pajak

berserta

Mengetahui data
kolektif wajib pajak
PBB untuk
perumahan
Mengetahui
SSPD -
beserta

lembar
BPHTB
dokumen
pendukung wajib
pajak

Senin, 10
Februari
2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

. Stempel Lembar SSPD-BPHTB

yang digjukan oleh wajib paak
dan dijakan arsip oleh bagian
pelayanan BPHTB

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Sdasa, 11
Februari
2020

Penanggung

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB  yang
diarsipkan oleh

bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar

ke — 4 dan untuk
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Jawab : Ibu

. Stempel Lembar SSPD-BPHTB

wajib pgjak lembar 1,

Anis Safiah yang digjukan oleh wajib paak 2,dan 3
dan dijakan arsip oleh bagian Mengetahui  laporan
pelayanan BPHTB PPATS dan
. Membuat form Laporan PPATS NOTARIS
maupun NOTARIS
Rabu, 12 Mengikuti apel pagi Mengetahui  lembar
Februari . Memilah lembar SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB yang
2020 beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh
wajib pgjak yang akan dijadikan bagian pelayanan
Penanggung arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
Jawab : Ibu BPHTB. ke — 4 dan untuk
Anis Safiah . Stempel Lembar SSPD-BPHTB wajib pajak lembar 1,
yang digjukan oleh wajib pajak 2,dan 3
dan dijakan arsip oleh bagian Mengetahui data
pelayanan BPHTB PPATS dan Notaris
. Meniginput laporan PPAT dan
Notaris yang ada dibadan
pendapatan daerah bondowoso
Kamis, 13 Mengikuti apel pagi Mengetahui  lembar
Februari . Memilah lembar SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB  yang
2020 beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh
wajib pgjak yang akan dijadikan bagian pelayanan
Penanggung arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
Jawab : 1bu BPHTB. ke — 4 dan untuk
Anis Safiah Menginput data register BPHTB wajib pajak lembar 1,
yang telah divalidas 2,dan 3.
. Menginput pembayaran BPHTB
dan data register yang sudah
divalidasi
Jum’at, 14 Menginput pembayaran BPHTB Mengetahui data
Februari dan data register yang sudah pembayaran BPHTB
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2020
Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

divalidasi

pada tahun 2019

Senin, 17
Februari
2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data kolektif mutasi
sebagian PBB P2

. Menginput permohonan mutasi

sebagian PBB P2

Mengecek pembayaran wagjib
pajak PBB P2

Melayani wagib pgak yang
mengajukan SK NJOP

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke - 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan3

Mengetahui cara
input secara online
tentang PBB P2

Selasa, 18
Februari
2020
Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidasi

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Rabu, 19
Februari
2020

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
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wajib pgjak yang akan dijadikan

bagian pelayanan

Penanggung arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
Jawab : Ibu BPHTB. ke — 4 dan untuk
Anis Safiah Menginput data register BPHTB wajib pajak lembar 1,
yang telah divalidasi 2,dan3
. Melayani wajib paak yang - Mengetahui data
mengajukan SK NJOP register BPHTB yang
telah divalidasi
Kamis, 20 Mengikuti apel pagi - Mengetahui  lembar
Februari . Memilah lembar SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB  yang
2020 beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh
wajib pgjak yang akan dijadikan bagian pelayanan
Penanggung arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
Jawab : 1bu BPHTB. ke — 4 dan untuk
Anis Safiah Menginput data register BPHTB wajib pajak lembar 1,
yang telah divalidas 2,dan 3
- Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi
Jum’at, 21 mengikuti senam pagi - Mengetahui
Februari . mengikuti sosialisasi bank jatim sosiaisasi bank jatim
2020 dan equitylife dan equitylife
Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah
Senin, 24 Mengikuti apel pagi -  Mengetahui  SSPD-
Februari . Memilah |lembar SSPD-BPHTB BPHTB yang
2020 beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh
wajib pgjak yang akan dijadikan bagian pelayanan
Penanggung arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
jawab : Ibu BPHTB. ke — 4 dan untuk
Anis Safiah Menginput data register BPHTB wajib pajak lembar 1,
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yang telah divalidas

2,dan 3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Sdlasa, 25
Februari
2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

. Mengikuti apel pagi

Memilah lembar SSPD-BPHTB
beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidas

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke - 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Rabu, 26
Februari
2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidas

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB  yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke - 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Kamis, 27
Februari
2020

Penanggung
Jawab : Ibu

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB  yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar

ke — 4 dan untuk
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Anis Safiah

Menginput dataregister BPHTB
yang telah divalidasi

wajib pgjak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Jum’at, 28
Februari
2020

Penanggung
Jawab : lbu
Anis Safiah

Mengikuti jalan sehat bersama -

karyawan Bapenda

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidasi

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Senin, 2
Maret 2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidas

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahuli data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Sdlasa, 3
Maret 2020

Penanggung
Jawab : Ibu

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB  yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
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Anis Safiah

BPHTB.

. Menginput dataregister BPHTB

yang telah divalidas
Mengisi formulir SSPD-BPHTB

ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Rabu, 4
Maret 2020

Penanggung
Jawab : lbu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidasi

. Menginput laporan PPAT dan

NOTARIS
Membantu menata arsip SSPD-
BPHTB yang dijadikan arsip ke

outner

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi
Mengetahui  PPAT
dan NOTARIS

M endapatkan
penjelasan dari
bagian pelayanan
BPHTB dalam
pengarsipan BPHTB
yang telah divalidasi

Kamis, 5
Maret 2020

Penanggung
Jawab : lbu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput laporan PPAT dan

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,
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NOTARIS

. Membantu menata arsip SSPD-

BPHTB yang dijadikan arsip ke

outner

2,dan 3

Mengetahui  PPAT
dan NOTARIS

M endapatkan
penjelasan dari
bagian pelayanan
BPHTB dalam
pengarsipan BPHTB
yang telah divalidasi

Jum’at, 6
Maret 2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti senam pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Mengetahui  lembar
SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Senin, 9
Maret 2020

Penanggung
Jawab : Ibu
Anis Safiah

Mengikuti apel pagi

. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung
wajib pgjak yang akan dijadikan
arsip oleh bagian pelayanan
BPHTB.

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidasi

. Medayani wagib paak yang

mengajukan surat  keterangan
NJOP

SSPD-BPHTB yang
diarsipkan oleh
bagian pelayanan
BPHTB yaitu lembar
ke — 4 dan untuk
wajib pajak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahuli data
register BPHTB yang
telah divalidas

M endapatkan
penjelasan dari
karyawan  BPHTB
terkait informasi
BPHTB yang
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dijadikan bahan
Tugas Akhir
Selasa, 10 Mengikuti apel pagi - SSPD-BPHTB yang
Maret 2020 . Memilah lembar SSPD-BPHTB diarsipkan oleh
Penanggung beserta dokumen pendukung bagian pelayanan
Jawab : 1bu wajib pgjak yang akan dijadikan BPHTB yaitu lembar
Anis Safiah arsip oleh bagian pelayanan ke — 4 dan untuk
BPHTB. wajib pajak lembar 1,
Menginput data register BPHTB 2,dan 3
yang telah divalidasi - Mengetahui data
. Mélayani wajib paak yang register BPHTB yang
mengajukan surat  keterangan telah divalidas
NJOP
Rabu, 11 Mengikuti apel pagi - SSPD-BPHTB vyang
Maret 2020 . Memilah lembar SSPD-BPHTB diarsipkan oleh
beserta dokumen pendukung bagian pelayanan
Penanggung wajib pgjak yang akan dijadikan BPHTB yaitu lembar
Jawab : 1bu arsip oleh bagian pelayanan ke — 4 dan untuk
Anis Safiah BPHTB. wajib pajak lembar 1,
Menginput data register BPHTB 2,dan 3
yang telah divalidasi - Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi
Kamis, 12 Mengikuti apel pagi - Mengetahui  SSPD-
Maret 2020 . Memilah lembar SSPD-BPHTB BPHTB yang
beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh
Penanggung wajib pgjak yang akan dijadikan bagian pelayanan
jawab : 1bu arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
Anis Safiah BPHTB. ke — 4 dan untuk

Menginput data register BPHTB
yang telah divalidas

wajib pgjak lembar 1,
2,dan 3

Mengetahui data
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register BPHTB yang

telah divalidasi

Jum’at, 13 a. Mengikuti apel pagi - Mengetahui  SSPD-
Maret 2020 b. Memilah lembar SSPD-BPHTB BPHTB yang
beserta dokumen pendukung diarsipkan oleh
Penanggung wajib pgak yang akan dijadikan bagian pelayanan
jawab : Ibu arsip oleh bagian pelayanan BPHTB yaitu lembar
Anis Safiah BPHTB. ke — 4 dan untuk
c. Menginput dataregister BPHTB wajib pajak lembar 1,

yang telah divalidasi 2,dan3

- Mengetahui data
register BPHTB yang
telah divalidasi

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

3.3. Jenisdan Sumber Data
3.3.1. JenisData

Sumber data utama dalam pelaksanaan praktik kerjanyataini yaitu berasal
dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan
atau diperoleh secara langsung dari subjek atau objek pajak yang diteliti. Dalam
penyusunan laporan ini data primer berasal dari wawancara langsung dengan
informan, yaitu ibu anis safiah sebagal staf pelayanan BPHTB dan PBB-P2. Data
sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi
dan sebagai informas pendukung. Data sekunder dalam penyusunan laporan ini
berupa SSPD- BPHTB, data register BPHTB.

3.3.2. Sumber data

Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui ibu anis safiah
selaku bagian pelayanan BPHTB dan PBB-P2 dan informasi tambahan oleh ibu
erika selaku kabid intens dan ektens BPHTB dan PBB-P2.
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34. Metode Pengumpulkan Data
Data yang dikumpulkan penulis untuk menyusun laporan ini yaitu melalui cara:
a. Studi pustaka

Dalam metode ini, penulis memperoleh data atau informasi melalui buku,
internet dan produk-produk hukum berupan undang-undang, peraturan bupati,
peraturan daerah.
b. Observas

Daam metode ini, penulis memperoleh informasi berdasarkan pengamatan
tentang pelaksanaan Bea pe perolehan hak atas tanah dan bangunan pada badan
pendapatan daerah kabupaten bondowoso.
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BAB 5. PENUTUP

51 Kesmpulan
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan
penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Mekanisme

Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jua Beli, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Peaksanaan Validas SSPD-BPHTB yang dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Vaidass SSPD-BPHTB dilaksanakan untuk mengoreksi kelengkapan
dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat
Setoran Pgjak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Validasi
SSPD-BPHTB ini berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan data wajib
paak antara lain ketidakcocokan lembar SSPD-BPHTB dengan data
pendukung wajib pajak yang akan divalidasi. Validasi ini dilaksanakan setelah
wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang . apabila ditemukan
adanya persyaratan wajib pajak yang kurang lengkap maka wajib pajak harus
kembali untuk melengkapi persyaratan tersebut. Setelah semua kelengkapan
terpenuhi dan tidak ditemukan kesalahan maka akan dilanjutkan validasi oleh
bagian pelayanan BPHTB, dengan meninjau kembali jika ada kesalahan yang
tidak terlihat oleh bagian pelayanan BPHTB.

3. Pada bagian pelayanan BPHTB tidak melakukan verifikas lapangan
dikarenan Kantor Pertanahan yang terjun langsung ke lapangan untuk
meneliti, dan mengukur keaslian objek pajak. Jika ada kesalahan dalam
pengisiam SSPD-BPHTB, maka bagian pelayanan BPHTB berhak mengganti
data yang ada pada SSPD-BPHTB berdasarkan dokumen pendukung yang
dilampirkan oleh wajib pajak.

52 Saran

Berdasarkan penilaian penulis pada kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
yang telah dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso telah
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melaksanakan aktivitasnya dengan lancar dan sesuai dengan peranturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, besar haragpan penulis bagi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso agar dapat mempertahankan
kepatuhan perpgjakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran A : Surat Permohonan Magang
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran B : Surat Diterima Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

1L Kairul Anwar No_ 279 Telp. (0332) 433261
Email - bpd bondowesoi@gmail com
BONDOWOSO-68214

Bondowoso, 26 Desember 2019

070 | w730 1022018 Kepada
Binsa Yih  Dekin Lintversitas Neger! Jember
¢ e fembar
. Rekomendas) 1jin Magang di
JEMBER

Menindakianjuti surat Saudarn Nomer 4661/UN25.12/SP/2019 tanggal 28
Mopember 2019 dan surat Nomer 4T27UNIS 1 2SP2019 tinpeasl 3 Desember 2019
perital Peagumtar Magang di Badan Pendapatan Daerah vang akan dilaksanakan pada
trulan pebouingi &.d mares 2020 derigan pesertn Mahasiswa sebagai berikut

Sith Faridatul Laifivah 1708903101000 | Diploma 111 Perpajakan

I

2 | Ami Suryani 170903101026 | Diploma 111 Perpajakan

3 | Diznn Dwi Octavin 170903101025 | Diploma 111 Perpajakan

4 | Eka Maulani Putsi 170903101030 | Diploma 1l Perpajukan |

Muka dapat kaml sumpaikan bubwn ki memberikan ijin dan kesempatan
kepada mahasiswa tersebut distas umtuk melsksanakan kegiatan magang sesuai jadwal

Demikian ntas perhatiannys disampaikan terima kasih

KIP. 196103251 98032002
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Lampiran C : Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 333586, 331342, Faksimile (0331 ) 335586
Laman www fisip ing) ac id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN

SURAT TUGAS
NOMOR D0DBR/TINIS. 1 2/SP2020

Berdasarkan  Surat dan Kepals Badon  Pendopetan Doerah Kabupaten  Bondowoso  nomor
OTOA4TTA0 022018 Tanggasl 26 Desember 2009 hal Persetujuan Tempat Magang, maka
dengun 1 Dekan Fakulos oy Sosial dan Hmw Pohtlk Umversitas Jember menugaskan kepada
malinsiswa yang namanya tercamtum di bawah m

NO NAMA [ ] Program Stdi
| S Faridatul Lailivah ! | TSR 101010 Diploma 11 Perpajakan |
| 2 |AmiSunem | 1 TR03101026 Diploma 111 Perpajakan |
3 | Disna Dwi Octavia | 17080310102 Diploma Il Perpajakan |
4| oMb | i0ni01030 | Diploma 1l Perpajakan |

itk melaksanakan i:ﬂllﬁﬂ magang di Badan Pendapatan Daemh Kabupaten Bondowoso mulai
Bulan Febmari s.d Marei 2020,

Dremikian untuk mendapat perfintian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,

Jember, 08 Janugr 2020
j Diekan,

15 ,
- b "'I :
. r-’/g
e ARl Dy Hadi Pravitno, M Kes

{1961 0608 | 988021001

Tembatamn, drampabon kequda yth:

1

i
1
Fl

Kegiaka laddan Pendapatan Daesab Kabupaten Bundeasosn
Kesoridinatod [plotia 1] Perpajican

lahastvas yang hersanghsian

Amip

ol Pirpagalion /¥
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran D : Surat Tugas Dosen Supervisi
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran E : Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalun Kalimantun 37, Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) Fakurmile (0331 335485
Laman werw, finp ane; s id

SURAT TUGAS
Nomor : D684 /UNZE.1.2/5P/2020

Herdasarkan Rehomendasi Kossisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Pakuitas lmo Sosial dan lmu Politik Universitas jember. mubka senagashan
nams - nama tersebut dibawah inik:

— e — —

o _ S _—|I
1 Ih.:ﬂumi.u 'E'E. Leb p—

Untux membbmbing Liporan hest] preic{s kerfa nyats mohsshows

Nama © Siti Faridatul Lailivah

NiM - 170%a3101010

Progree Sadi Tﬂﬂlm

Jerctual ¢ Meimnisme Perbitungan dan Pelzporan Bea Prrolchan Hah stas Tanah dan

Bangurian atas fual Bell pada Badan Pendapatan Darrah Kabupaten Bom dowess
Chomaillan witul mendapat perhation dan dilaksanaban dengan sehuih-baiknys

i jember
R e
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Lampiran F : Surat Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Khairil Anwar No. 279 & (0332) 433261
BONDOWOSO

Momor: 188/ 7430102/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah inl

MNama Drs. Heru Sukamio, MSi

NIP 19680414 199011 1 001

PangkatiGol - Pembina Tk |/ IVa

Jabatan Sekiretaris Badan Pendapatan Daerah
Meneranghan batwa mahasiswa | mahasiswi dibawah ini

NO|  NAMA NIM . JURUSAN |

| 1 | SitiFaridatul Leilysh | 170803101010 | Dipioma |ll Perpajakan |

|2 |Diana Dwi Octavia | 170603101025 Diploma || Perpajakan |

|3 | Ani Suryani 170803101028 Diploma Il Perpajakan |
4 | Eka Maulani Putri [ 170903101030 | Diploma ill Perpajakan

Talah sslesai melaksanakan Badan Pendapatan Caerah Kabupaten
Bondowoso pada tanggal < 7 ﬁ' 2020

Demikian sural keterangan inl dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
MEstnya.,
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Lampiran G : Angkat Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Ialan Kaltmantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon [0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Larnan wye. lisip. unejac id

NILAT HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPFLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

__ NILAI
ANGKA

1 | Pemiasaan Matern Tugas 80

NO. INDIKATOR PENILALAN  —

HURLF |
AB

i 2 !Kmmpumfﬂu;um
i =

3 | Etka

4 |-Dislp1|n
T NILAIRATA - RATA

3 3| 2| 3
|
|
i 3
=

Identitas Mahasiowa yang dinilu

Mama ; Sl Fandaiul Ladlayah
MIM L 1TOO03 IR0 0
Jurusan . llmu Admimnistrasi

Program Studi - Diploma 111 Perpajakan

¥ang Menilm
Nama Dirs. Heru Sukamto, MSi
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Lampiran H : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Februari)

PEMERINTAH KABUFPATEN BONDOWOSO

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Kairul Anwar No. 278 Telp (0332) 433261

BONDOWOSO - 68214

PFRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERIA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA ITl PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMDER

NAMA . SITIFARIDATUL LAILIYAH
NIM 170906101010
BIDANG PEN : PHB P2 dan BPHTB
N, TANGGAL TTI KETERANGAN
| 1 (13 Fehroan 2020 1 ‘.,ﬂ ol
2 | 04 Februari 2020 S
1| 05 Februar 2020 1 .
£ | 06 Februnn 2070 ) 4y
5|07 Februan 2020 5 00
6 |OXPchman2ozg | 00 6 LIEUR
7 | 09 Felwuard 2020 7 LIGUR
8 |10 Febeuari 2020 g A
9 | 11 Februan 2020 o E
|0 |12 Februari 2020 10 -ﬂ_
11| 13 Febnun 2020 = ]
12_| 14 Februan 2020 17
13 | 15 Fehruari 2020 E] : LIHUR
|14 |16 Februar 2020 3 14 LIBUR
15|17 Februari 2020 5 B g
16 | 18 Februam 7020 16 ;ﬁ I
| 17 | 19 Fehruar 2020 17 . o
| 18| 20 Februan 2020 18 ﬂ@'
19 | 21 Februari 2020 T |
20| 32 Februari 2020 0 LIBUR
21 | 23 Fehruan 2020 K LIBUR
32| 24 Februari 2020 2 b |
73| 25 Februmn 2020 B
24 | 26 Fehnmei 2020 ) 4
25 | 27 Februari 2020 25
6 | 2% Februan 2020 i 26 .Iﬂ
| 27 |29 fehruari 2020 27 LIBUR

N BONDOWOSO

NDENG HARDIVANT L MM
P DGT0325 1 DET0A2002
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Lampiran H.1 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Maret)

PEMERINTAH KARUPATEN BONDOWOSO

BADAN PENDAPATAN DAERAH
1. Kaimil Anwar No, 279 Telp (03332) 433261

BONDOWOSO - 68214

—

PRESEMS] KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAaHASIESWA DIPLOMA I PERPAJAAN FISIF UNIVERSITAS JEMBER

NAMA - SITI FARIDATUL LAILIVAH
NiM S 170903101010
BIDANG PKN . PBB P2 dan BPHTR
[ No. [ TANGGAL TTD KETERANGAN
1100 Muret 2020 | LIBUR
2| 02 Maret 2020 )
5 03 Maret 2020 L ==
4|04 Marer 3000 - b |
5|05 Maret 2020 5
" 6| 06 Marct 2020 ' 5 i
T 07 Maret 2020 7 LIBLR
§ | OR Marel 2020 2 LIBUR
9 | 09 Marct 2020 [ dﬁ .
10 10 Maret 2020 — 10
1] 11 Margt 2020 I -J.‘!I‘g
12| 12 Maret 2020 S A
13, | 13 Maret 2020 7l ‘
14|14 Maret 2020 14 LIBUR
15|15 Maret 2020 5 CIBUR !
i |
= |

Hond wwaze, 29 Fobruar 2020
A
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Lampiran | : Formulir Kegiatan Bimbingan

LUNIVERSITAS JEMBER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68171

Telepon (0331) 135586, Faksimile (0331) Y35586
Larmin wwey fivag neLpc g

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA Il PERFAJAKAN - FISIP UNE]

Mama Sitt Fandatul Lailivah
MM 170503 101010
Jurusan limis Administras:

Progmm Studi - Diploma 111 Perpajakan
Alamat Asal  © Dusun Jatilawang Desi Tegnlwang Kecamatan | imbulsan Ksbupaten

Jember

Judul Laporan
(bahasa Indonhesia)

Mekanisme Validasi Surst Seworan Fajak Daerab Bes Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Ducrah Kabupaten

{bhahasa Inggrn)

Validation Mechanism of Payment Letier Region Tax on Acquisition Fee OF Land and
Building Right of Buy and Scll Transaction st Regional Revenoe Ageney of Bondowoso
Regeney

Dosen Pembimbing : Drs, Subartono, M

|
NO

2

TANDA
HARUTANGGAL Jam URAIAN KEGIATAN ANGAN
| MBIMBING
Senin, 02 Maret 2020 | 1200 WIB | ACC Judul
| Menyerahkan laporn Prakick -

Selasa, 07 April 2020 | 09.00 WIB

| DR 30WIB

Kerja Nvata BAB 1,2, 3, 4 dan

| revisi BAR 1, 2, dan 3

1
| Menverahkan revisi HAB 1, 2,

il

ﬁty:_
1
i

3 | Senin, 20 April 2020 | 3 dun rervini Judul
"4 | Senin 04 Mci2020 | 1130 WIB | Menyerahian revisi udul
S | Senin, 11Mei2020 | 1000WIB | Revisi Bab 4
6 | Jumst, 15 Mei 2020 | 0800 WIB | Menyerahkan Revisi bab 4
7| Scnin, 18 Mei 2020 09,00 WIB Ace sidang
Colmtan

Lembaran ind DIBAWA saal konsultiasi agar dilanda tangani
Dikurmpalkan di dalarm map omnge pada sast mendaftor sidang laporan
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Lampiran J : Contoh SSPD-BPHTB Terhutang

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLMNAN Lember 4
Baxlan Pendapatan [ersh
(SSPD - BPHTB ) e
HERFUNGE! SEBAGAI SURAT FEMSIERITAHUAN DOUER PALLE Prosas Penoiian
PAIKK BUMI DM BANGUNAN [5POB PRE]
BRDAN PENDARA] AN DASRAM KABUPATEN BONDOWOSD
Porhatign Farash patoqud pergaan faia haaman belsiang embar il mestd datls
A i MerawapPas  : |S|O|F|A|N MlaAfLfofm] |]||[]||||
1 WPWP £
1 Azl Wat Pagsk  © Duaun Kegan
A, KakwshanDesa :  Gambangan S RT/AW . poasmot . Wecovatm :  Mewasn
7 HabopeienMon | Gemipeoso 0. e Pea ¢ SR
L weoomrsmporieee < [3]8] [O17] [ T0] D Te] DD Le] [elelzl2] [2]
2 Lofak Tansh dor sty Bangnan  +  Dusun Krsjan _
| 1 KeursunDwsa | Penanggungan 4, ATiRA T Em
8 Kecamatn i Mamsan 4 Habupelenicl :  Bondowoss
Fastilungan WIOP PEE.
Luaz KRR m"
Liian 1 R o cn e by { o SFPTPEE ey L AUDP S
g | pornishan fak / faban
Tanah | b | L2 He o 4R oo il fRe .896.000.00
arguran L 0 o W L) 1L |Rg =
noPFes - | 12.[mp EDIEN00
T————————— T . Hoga Trsaks i P [ W |
15, Nomor Seniad | CAJSPERSL: 5
€. AKUMULASS NILA) FEROLEWAN HAK SEBELUMYA e waoniois |
1 PEMGHITUNGAN BPHTE: | harps dis bedasarian panghisngan o Pl |
1._Minl Prrciehon heoe il pocta B3, L84 dan e @ __fnce.00009
2Nl Parcahan bk Pah Tih Ko Pt { VPO T | mmperhation skl g C S S Y
3 Ailal Percishan Objek Pajak Kena Pask | NPOPYP | a1 - angita Lie o 30,000 000,20
1 Baa Pemetan Has ste Tansh dan Bangunan yary ierutang P, 0 mgha 1 i F 500 000,08
. JUMLAH SETORAN BERDASARIAN |
& Penghiungan Wah Pajsk
[] & smoeeum:seos oG ams seo
HURANG BAYAR TAMBAHAHN Moo Tl

i

E‘uﬂi Ry "
T‘E“‘!"-:ﬂ‘!‘i?fg'

= o s
— 5

oy qm'"h'i':li?: d
r

-

e ‘
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Lampiran J.1 : Contoh SSPD-BPHTB Nihil

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 4
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB ) DPPK dalam
BERFUNGE BEDAGA SURAT PEMBERITAHUAN OSLJEK PAIAN. Proses Penelitian
PAIAK BUMI DN BAMIUNAN [EPOD POE|
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Lampiran K : Contoh SPPT PBB
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Lampiran L : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesin merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintaban dacrah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menvelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi deerah merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyvarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan reiribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

bahwa kebijjakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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Menetapkan :

-

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daermh dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huraf e, huruf d, huruf e, dan
huruf f, periu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20 ayat
(2). Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REFUBLIE INDONESIA
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, vang dimaksud dengan:

1.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakal hukum vang mempunya: batas-batas
wilavah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masvarakat setempat
menurut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemernintah . . .
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10.

P

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh Pemerintah Daerah dan  Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah gubermnur, bupati, atau
wallkota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakvat daerah
scbagai unsur penyvelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah danfatau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

Peraturan Daerah adalabh peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/fatau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tdak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarmya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .
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11.

12,

13.

14.

15.

16,

17

18,

19.

I

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupaken  kEesamuan, baik yang melalulkan  usaha
maupun yang fidak melakukan usaha yang melipuri
persercan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atan bhadan
usaha milik daerah (BUMD) dengan namsa den dalam
hentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi. dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial polink, atau organisasi lainnva, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak mvestas:
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
den/atau penguasaan kendarsan bermaotor.

Kendarasn Bermotor adalah semua kendarsan beroda
heserta gandengannya vang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa mator
atau peralatan lainnya yang herfungsi untuk menguhbah
suatu sumber daya energi terlentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor vang hersanglutan, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
mengpunakan roda dan motor dan tidak melekar secara
permanen serln kendaraan bermotor yang dioperasikan di
RiT.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hek milik kendaraan bermotor sebagar akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
vang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atay pemasukan ke dalam badan uszaha,

Pajak Bahan Bakar Kendarsan Bermotor adalah pajak atas
pengeunaan bahan bakar kendaraan bermotor,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis
bahan bakar cair atau gas vang digunakan untuk
kendaraan bermotor,

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan
dan/atay pemanfaatan air permukaan,

Air Permukaan adalah semmua air yang terdapat pada
permukaan fanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut aleh Pemerintah.

20, Pajak . . .
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20.

21,

22.

23.

24,
25.

26.
27.

a8,

25,

40,

-8

Pajak Hotel adalah pajak atas pelavanan vang disediakan
eleh hotel.

Halel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut havaran, yang mencakup juga motel
loamen, gubik pariwisata, wisma pariwisata,
pesangerahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serla
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas  pelavanan  yang
disediakan aleh restoran.

Eestoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnys termesuk jasa boga/katering.

Pajalk Hiburan adalah pajak atas penyvelenggaraan hiburan,

Hiburan adalah semua jenifs tontonan, pertunjukan,
permainan, danfatau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajal Reldame adalah pejak atas penyelenggaraan reklarme.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menank perhatan umum
terhedap barang, jasa. orang, atau badan, vang dapat
dilihat, dibaca, didenger, dirasakan, dan/atan dintdbmat
oleh vumum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penpgunaan
tenaga listrik,. baik yang dihasilkan sendini maupun
diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sdalah pajak atas
kegiatan pengamhbilan mineral bukan logam dan hatoan,
baik dar sumber alam di dalam danfatau permukaan
bumi untuk dimanfaarkan.

Mineral Bukan Logam den Batuan adalah minersl bukan
logam dan  batvan sebagmimana  cdimaksud di dalam
peraturan  perundang-undangan di bidong mineral dan
batubara.

31. Pajak . . .
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d1.

32,

43.

34.

as.

36.

J8,

J3.

40,

41.

43,

- -

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelengparaan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan scbagai
suatu usaha, termasuk penvedisan tempat  penilipan
kendaraan bermotor,

Parkir adalah keadasn tidak bergerak suatu kendaraan
vang tidak hersifal aementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atan
prmanfaatan air tanah.

Air Tanah adelah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burunpg Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan danfatan pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satws yang ermasuk marga
callocafia, vaitu collocalin fuchiiap hoga, collocalin maxing,
oollocalia esculania, dan collocnlio Iinchi

. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, danfatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan. kecuali kawasan vang digunakan untuk kegiatan
uszaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

Rumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilavah kabupaten fkota.

Bangunan adalah konstruksi teknik vang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanabh danfatan perairan

pedalaman dan/ etau Jaut.

Nilai Jual Objek Pajak, vang selanjutnya disingkat NJOD,
ardalah harga rata-rara yang diperaleh dari rransaksi jual
bel vang terjadt secars wajar, dan bilameans tidak terdapat
tranzaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan chjek lain yvang sejenis;, atau nilai perolehan
Laru, atew NJOP penggant,

Bea Merolehan Hak ataz Tanah dan Banpunan adalsh pajak
atas perolehan hak atas tanah dan fatau banganan.

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Banpginan adalah
perbuatan atau penstowa hukum vang mengakibatkan
diperalehnyva hak atas tanabh dan/atan bangunan oleh
crang pribadi ata Badan,

43. Hak . ..
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435,

40

4.

47,

43,

49.

BO.

=

=

Hak atas Tanah dan/atau HBangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimane dimeksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan vang dapat
dikenakan Majak.

Wajilh Pajak adalah orang pribedi arau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotang pajak, dan pemungut pajak,
yvang mempunyal hak dan kewwjiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
perpajakan deerah,

Masa Pajak adalah jengka wakni 1 (satu) bulan kalender
atan jangka walktu lain vang diatur dengan Peraturan
Hepala Daerah paling lama 3 (tipa) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak unmuk menghitung,
menyeior, dan melaparkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yvang lamanya 1 (satu)
tahun krlender, kecuall bila Wanbk Pajak menggunsakan
tabmn buln vang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yvang terutang adaleh pajuk yang harus dibayar pada
suam saar, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, aran
dalam Begian Tahun Pajsk scsumi dengen kKetentuan
peraturan perundang-undangan perpajalian daerah,

Pemmingutan adalah suatu rangkaian kegiatan mualai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atan retribusi,
pencntuan besamya pajak atau Teiribusi yang terutang
sampal kepiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajibh [Pajak atau Wajib Hetribusi serts pengawasan
penyelorannya,

Surat Pemberitabuan Pajak Daerel, vang sclanjutinya
disingkar SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporican penghifungan danfetag
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, danfatau harta dan kewsjiban sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
dacrah.

Surar Pemberitahuan Ohjek Pajak, wvang selanjutnya

disingkat SPOP, adalah surat yvang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan dara subjek dan abjek Pajak Bumi

dan Bangunan Perdessan dan Perkotaan sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah,

52, Suirat . ..
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52,

a3,

53.

57.

58.

59.

- 8-

Sural Setaran Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat
S8PD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
vang telah dilakukan dengan mengegunakan formulir atau
telah dilakukan denpgan cara lain ke kas daerah melaloai
tempat pembavaran yang ditunjuk oleh Kepala Dasrah.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah, vang selanjuinya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajek yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang,

Surat Pemberitalman Pajak Terutang, vang selanjumya
disingkat SPPT, adalah surat yvang dipunakan unruk
memberitahukan besarnyva Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan wyang terutang kepada Wajib
Pajalk.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjuinya disinglat SKPDKR, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarmya jumlah pokok pajal,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran
pokak pajak, hesarnva sanksi administratf, dan jumlah
pajak yang masih harug dibavar.

Burat Ketetapan Prjak Daerah Kursng Bayar Tambahan,
vang selanjuinya disingkat SKPDKBT, adalsh surat
ketetapan pajak yvang menentukan tambehan atas jumlah
pajak vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKFDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredir pajak atan pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajale

Surat Ketetepan Pajak Daerah Lelth Bayar, yang
selanjutnya disingknt SKPDLB, adualah surat ketetapan
pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembavaran
pajek karena jumlah kredit pajak lebih besar derpada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

Surat Tagihan Pajak Daerah, yvang selanjutnya disinpkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
danfatau sanksi adminisiratif berupa bunga dan/atau
denda.

G0, Surat . . .
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G,

Gl.

62,

63,

6.

3.

&6,

s [

Surat Heputusan Pembetulan adalah surat keputusan yvang
membelulkan kesalaban tulis, kesalaban hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu  dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terurang,
Surat Ketetapan Pajak Daerabh, Surat Ketetapan Pajak
Dasrah Kurang Bayar., Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bavar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan PMajak Daerah lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputuzan Pembetiilan, atau
Surat Reputusan Kelwratan.

Surar Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keheratan terhadap Surat Pamberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Fajak Deaerabh, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Keietapan Pajak Daerah
Kurang Bavar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih BHayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungitan oleh pihak ketiga
vang digjukan oleh Wanb Pajak.

Patusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas handing terhadap Surat Keputusan Keheratan yvang
diajulean oleh Wagib Pejak.

Pembukuan adalah suatu proses pencataten yang
dilaltukan secara teratur unttk mengumpulkan data dan
mformes keuangan vang meliputs herta, kewapban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harpa perolehan dan
penyerahan barang atau  jeasa, yang ditutup dengan
mepyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periade Tahun Pajak tersebut,

Retribusi Thaerah, yang selanjutnya  disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembavaran atas jasa
atau pemberian zin tertentn yang khusus disediakan
dan/ateu  dibenikan olch  Pemenntah  Deemsh untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berups usaha
dan pelayanan vang menyvebabken barang, fasililas, atau
Lkemanfaatan lainnya yanpg dapat dinikmati oleh orang
pribadi etou Bada.

Jase Umum adalah jasa vang discdislen atau diberkan
aleh Pemerintah Daerah untuk tajuan kepentingan dan
kemanfantan umum seria dapat dinikmaeti oleh orang
pribadi atau Badan.

67. Jasa . ..
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Jasa Uasaha adalah jasa yang disediaken oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pade dasarnye dapat pula disediakan oleh scktor swasta.

Penzinen Tertentu adalah kegatan tertentu Pemenntzh
Daerah dalam rangka pembenan izin kepada orang pribadi
atay Badan wvang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta pengeunaan sumber daya alam,
barempg, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melndung kcpentingan umum den menjaga kelestanan
lingkingan.

. Wajib Eetribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut  peraturan  perundang-undangan retribusi
diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribnsi,
termasuk pemungul atau pemotong retribusi tertentu,

Masa Retribusi adalab suatu jangka waktu tertentu vang
merupaksen batas wekiu bag Wapb Rembus: untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bhersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, vang selanjutnya disinglear
S5RN. adalah bukt pembayaran atan penyeraran retribusi
vang telah dilakukan dengan menggunakan formualir ataw
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daecrah melalui
tempat pembayaran vang dirunjuk eleh Kepala Dasrah.

. Surat Ketetapan Rerribusi Dasrah, yang zelanjutnya

disingkar SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentitkan  besarnya jumlah  polok  retribusi | vang
terutang,

Surat Ketetapan Retribusit Daerah Lebih Bayvar, yang
gelanjuinve disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi vang menentukan jumlah kKelebihan pembayaran
retribisi karena jumlah  kredit retribusi lebih  besar
daripada retribusi vang terutang atau seharusnya ridak
Lerutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjuinya
dizsingkat STRD, sdalah surat untuk melskukan tagihsn
retribusi dan/atau sankzi administratif berupa bunga
dan/atan denda.

75, Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah dara, keterangan, dan/atau bukt vang
dilaksanakan secara objektil dan profesional berdasarkan
spary standar pemerikeaan unmik menguji kepanthan
pemenuhan kewajiban perpgjakan deerah dan retribusi
dan/atau untuk mjuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
daerah dan retribusi daerah,

Penyidikan tindak pidana di idang perpajakan dacrah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan vang dilakukan cleh
Penyidik untuk mencarn serta mengompullan bukti vang
denpgan bukti itu membuat terang tndak pidana di bidang
perpajakan  cdaerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan rersangkanva,

BAB I

PAJAK

Hagian Kesam
Jems Frajak

Pasal 2

[} Jems Pajak provinsi terdin atas:

a. Prjak Kendaraan Bermotor;

b.  Bea Balik Mama Kendaraan Bermotor;

¢. Pajak Bahan Bakser Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

[2) Jenizs Pajak kabuapaten/kota terdin atas:

&  Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

. Pajak Hiburan;

d.  Pajuk Rellame;

€. Pajek Pencrangan Jalan;

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . .,
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g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i Pajak Sarang Burung Walet;

J-  Pajplk Buno dan Bangunan Perdesasn dan Perkotasn;
dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banpunan.

Daerah dilarang memungut pajak =elain  jenis  Pajak

sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dan avat (2),

Jenis Pajak sebapaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat

(2) dapat tdek dipungut apabila potensinva kursng

memadan danfatau disesuaikan dengan kebijakan Dacrah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Khusus untuk Daesrah yang setinglat cenpan daerah
provinai, tetapi tdak terbagi dalam daerah kabupaten fkota
plonom, sepertt Daerah  Khusus Tbhukote Jakarta, jems
Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari
Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak unmik dasrah
leabupaten [ kota.

Bagian Kedua
Peyuk Kendarsaean Bermotor

Pasal 3
Oljek Pajak  Kendaraan Bermotor adalah  kepemilikan
danfatau penguasaan Kendaraan Bermator.

Termasuk dalam  pengertian Kendaraan  Bermotor
sehapaimana dimaksud pada ayat (1] adalah kendaraan
bermator heroda beserta gandengannya, yang dioperasikan
di semus jenis jalsn darat dan kendarssn bermoetor vang
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gress Tonnage)

Dikecualikan  dari pengertinn . Kendaraan  Bermotor
sebagnimans dimaksud pada ayat (2] adalah:

g, kereta api;

b. Kendarasn Beormotor vang scmata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan _ _ .
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Pasal 82

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 [satu) tahun kalender.

Sant yang menentukan pejak yeog lerutang adalah
menurut keadaan objek pajak pada tanggal | Januari,

Tempat pajak yang rerutang adalah di wilayah daerah yang
meliputi letak ohjek pajak.

Pasal 83
Pendatann dilakuksn dengan menggunakan SPOP.

SPOP zechagaimansa dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajalk, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) han kerja sctelah tanggal diterimanya SPOP olch
Subjek Pajak.

Pazal 84

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPET.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKEPD dalam hal-hal
sehagai herikur:

a. BPOP sehagaimana dimaksud dalam Pagal 83 avat (3]
tidak disampailan dan setelah Waiib Pajak ditegur
seeura  tertulis oleh Kepala Dacrgh  scbagmimansa
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternvata jumlah pajak yvang terutang lehih besar dar
jumlah pajak yang dikitung herdasarkan SPOP yang
disampailtan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(1

i<l

Pasal 85

Ohjek Pajak Aea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah Perolehan Hak atas Tanah dan fatau Bangunan,

Perplehan Hak wmtas Tonah danfatau  Hengunan
scbageimana dimaksud pada ayat 1] melipub:

a. pemindahan . - .
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pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2) tukar menukar;
3l hibah;

4) lubah wasiat;
5 waris;

fij pemasukan dalam persersan atau badan hukum

7) pemisahan hak vang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang,

9) pelaksanaan putusan haldm yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

10} pengpabungan usaha;

11} peleburan usahs;

12] pemckaran usaha; atau

13} hadiah.

pemberian hak baru karena:

1) kelamjutan pelepasan hak; atau

2] di luar pelepasan halk.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

hal milik;

hak puna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

bk milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.

Objek pajak vang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah objek pajak vang diperoleh:

.

b.

perwaldlan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan tmbal balik;

negara untik penyvelenggaraan pemerintahan

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

c. badan . ..
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c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Mentern Keuangan
dengan syarat tidak menjalankan wsaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fung=i dan tagas
badan atau perwakilan orgamsasi tersebut;

d.  arang pribadi atau Bafan kerena konversi hak atag
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanyo
perithahan nama;

e. arang pribadi atan Badan karena wakaf: dan

f orang pribadi atan Badan yanp digunakan untulk
kepentingan tbhadah.

Pasal 86

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Rangaitiam. adalah  orang  pribadi  arsu  Badan  yang
memperaleh Hak atas Tanah danfatau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolchan Hak ates Taneh dan Bangunan
adalabh orang prbedi aten Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atan Bangunan

Pasal 87

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah Nilai Perolehan Obijek Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajek sebageimana dimaksud pada

avat (1), dalam hal:

jual beli adalah harga transalesi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

kabeh wasiat adalah nilel pasar;

waris adalah nilal pasar;

pemasukan dalam peseroan atau  badan  hukum

lainnva adalah nilai pasar;

g.  pemisahan hak vang mengakibatlan peraliban adalah
nilai pasar;

h. perslihan hak karena pelaksanaan putusan haldm
yang mempunyai kekuatan hukum tetep adalah nilai
PESET;

S

i. pemberian . . .
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1. pembenan hak baru atas tanah scbagar kelsnjutan
dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak
adalah nilai pasar;

penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nila pasar;

pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah nilm pasar; dan/atau

penunjukan pembeli  dalam  lelang adalah harge
transaksi yang tercantum dalam nisalah lclang,

Jika Nila: Perolehan Objek Pajak scbagaimana dimaksud
pada ayat [2) huruf a sampai dengan huruf n udak
diketahui  atau lebih rendah daripada NJOP yang
digninakan dalam pengenaan Pajalke Bumi dan Banpunan
pada tahun rerjadinya peralehan, dasar pengenaan yang
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilal Perolehan Ohjek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam
pulub juta rupiah) untuk setuap Wajib Pajalc

Dalam hal perolchan hak karcna warns atau hibah wasiat
vang diterima crang pribadi vang masih dalam hubungan
keluarga zedarah dalam garis keturunan horos sarmo derajat
ke atae atau eatu derajat ke hawah dengan pemberi hibah
wasial, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah  sebesar
Rp300,000,000,00 (hga ratus juta rupiah).

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pmak sebapaimang
dimaksud pada gyvat [4) dan ayat [5) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

s

- T

Panal 88

Tarif Bea Peralehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetaplean paling tings sebesar 3% [Hma persen),

Tarif Bra Perolchen Hak stas Tenah dan Bangunsn
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pazal B9 . ..
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Pasal 89
Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tansh dan
Rangunan yang terutang dihilung dengan cara mengalikan
tarif schagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat [2)
denpan dasar penpenaan pajak aebagaimana dimalkasud
dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 87 avat (6).
Bea Peralehan Hak atas Tanah dan Banpunan wvang
terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah
dan/atan Bangunan berada.

Pasal 20

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

danfatau Bangunan ditetapkan untuk:

a. jual beli adalah sejuk tanggal dibyat  dan
ditandatanpaninya akta;

h. mukar-merukar adalabh sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta,

c. hibah  adalah sejale tanggal  dibuat  dan
ditandatanganinya akta;

d. Thihah wasiat adalah sejak tanpggal dibuat  dan
ditandatanganinya akta,

e. wars adalah scjak tangegal vang bersangkutan
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang
pertanahan;

{. pemasukan dalsm perscroan atau badan hukum
lainnva adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akra:

g pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
sejak tanggal dibuat den ditendatanganinye akls;

h. oputusan hakim adalah secjak tanggal putus=an
pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap,;

1  pemhberian hak baru atas Tanah sebagat kelanjutan
dari  pelepasan hak  adalah  sejak  tanggal
diterbitkannya surat keputusan pernberian hale

j- pemberian . ..
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i. pemberian hak baru di luar pelepazan hak adalah
sejak  tanggal  diterbitkannyae surat | keputusan
pembenan haks

k.  penggelungan usaha adalah semk tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

.  peleburan usaha adalah scjek langgel dibuat dan
ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah asjak tanggal dibuar dan
ditandatanganinya akta:

n. hesh adualah  seek  tangegal  dibuat  dan
ditandatangamnya akta; dan

6. lelang adalah aejak tanggal penunjukkan pemenang
lelang.

Pajalk yeng terutang hamis dihinasi pada saat terjadinva

perolehan hak sehagaimana dimaksuad peada avat (1),

Pazal 91

Pejabat  Pembuat Akte Tenah/Notans hanya dapat
menpndatangoni alkta pemindahan Hak atas Tanah
danfatau Bangunan setelah Wajib Fajak menyerabkan
bukti pembayaran pajak,

Kepala kantor yang membidangi pelavanan lelang nepara
hanva dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak
atas Tanah dan/ateu Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran pagak.

Kepala kantar bidanp pertanahan hanya dapat melalukan
pendaftaran Hak atas Tanah atan pendaftaran peralihan
Hek atas Tanah setclah Wajib Pajpk menyerahkan bukt

pembayaran pajak,

Pasal 92

Pejabat Pembuar Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
yang membidangl pelayanan lelang negara melaporkan
pembuatan akte atau nselah lelang Perolehan Hak atas
Tanah dan/ateu Bangunan kepads Kepala Dacrah paling
lambat pade langgel 10 (sepulub) bulan berikutnya,

(2} Tata carg . . .
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Tata cara pelaporan bagl pejabar sebagaimana dimaksud
pada syat (1) diatur dengan l'eraturan Kepala Dacrah.

Pe=al 93

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
vang membidangi pelavanan lelang negara, yang melanggar
ketentuan sebageimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)
dan awvat |2) dikenakan sanks! administratil berupa denda
sebesar Rp7.500.000.00 {tujubh juta lma matus ribu rupish)
untuk seuap pelanggaran,

Pejahat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kanter
vang membidangi pelavanan lelang negara, yang melanggar
ketentuan sebagrimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
dikenakan sanksi admimstratif berupa dends  sebesar
Ep250.000.00 (dua ratus Lma pulubh nbu ropiah) unbok
seliap laporan,

Kepala kantor bidang pertanahan  vang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayar [3)
dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan peraturan
perundang undangpmn,

BAR T
BAGI HABIL PAJAK PROVINS]

Pasal 94
Hasil penenmasn Pajak provinsi sebagaimenn dimaksuel
dalam Pasal 2 ayat |1) sebagian diperuntukkan bagi
kabupaten/kota di wilayvah provinsi yang bersangkutan
dengan ketentuan sebapgai herikun:

g. hagil penerimaan Pajak Kendoarnon Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
kabupaten /kota sebesar 300% (tiga puluh persen);

h. hgesill penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendarsan
Bermotor diserahkan kepada kabupaten /kata sebesar
7% (tujuh puluh persen);

cohasil. ..
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Lampiran M : Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DACRAIT KARUPATEN BONDOWORD
NOMOE 15 TAHUN 1o

TENTANG
PAJTAR DAERAH
DEMGAN RATIMAT TUITAN YANG MAITA ESA
DTUPATI BONDOYOSO0,

Menimbang i 4 bohwa delam rappka penvelenpparian ownomi daerah, Pemerintab
Fabupater: Bosdowoss meopunyal bk dan bewapban mesgaiur das
menpurns gemdinl urusan pemerintahannya uniuk meningkatkan efesicnsi
dan efektifitas penyvelenzgarman pemerintahan seta pelavananan kepada
musyursbet. Lok memdukong  pelovinen  pemermtshan ersebot
diperlukan sumber-sumber pembiavaan vangr salah saunva adaleh dae
ook daesid |

. hahwa berdazackon RKetentuan Pazal 2 avar o2) dan Pasal 95 asar (1)
Uiz Undavee,. WNogwod 28 Tahon 2008 (eitong Pmok Deerab das
Hetnibusl Daerah, Pemennuuh kaoupaen Bondowoso diben kewenangan
contu b apenmim gl beberpa e Popok Daocraly |

¢ bahwa berdazarkan pertimbanpan sebapaimana dimakzed pada horuf a dan
Frul by b pesle meneapkon Peraenm Doeceh kobupacens Bondowoso
icntzne Pajak Daereh |

Meagingm ¢ 1. Undarg-Undang MNomor 12 Tawn 1950 tenang Membentukan Desrah-
éneral Kabupaen Dalam Tingkungan Propinsl Jewa Timine Tiacks
Undang-Undag, Bomoe 2 Tahinn 1995 fentang Perabohon Baias Wilayah
Kotapraja Surabaye dan Daerah Tingkw 1T Sussbaya (Lembaran Wepara
Fepubrlik Tndooe sia Talvan 1995 Nogso |9, Tambaban Lesabarie Megon
Hepublik Indonesia Mamer 27300,

2 Undueg-Uindang Momer 5 Tobuoal %60 entaoye  Folok-Pokol Az
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 19660 Nomor 104 Tambahan
Tembaran Negara Republik Indnnesia Nomor 204.3)

3. Undanp-Undang MNomor B Tabun [981 tenang Kiak Usdang-Undang
Hokum Acara Puwtana (Tembaran Negara Repoblik Tndonesia Talmn 1951
Momer 76 Tambahan Lerabaran NMepara Republik Indonezia Bemor 32091,

4 Undang Undang Nowey 6 Tahon 1983 tenfang Ketentuan Tlonn dan Tata
Cura Perpwakan (Lembaran Negdann Hepubhk Indontsa Pehun 1955
Momer 45, Tambahan Lembamn Megas Republit Tndonesia Moo
262k

3. Undang-Undang 1Y Tahan 1997 watang Penagihan Paak Dengun Sural
Pakoso (Legvbroran Megais Toban 997 Moo 42 Taoilsdoan Leoiborin
Megara Nomor J8E6) schagaimana telah diobeh beberapa xali terakhir
czngan TIndang-Tlodang Momar 19 Tabon 20000 (Lemikaran Wegara Tahum
2000 Momor 129, Tambahan Lemberan Nepara Mames 39587 ).

&, Undung, ...
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[adang-Undang Monmwaw 25 Talwin 1999 jearange Peayeienggaa Megaia
g Bersih dun Bebas dun Koneps, Kolus dan Mepotisme (Lembuaran
Megory Republik Indonesie Tabon 1999 Nemer 75, Tambaban Lembaran
Mepara Repnblik Indone sia Momor 3851 1

Lodang-Undong  Nomor 14 Toahon 2002 teniang  Pengadilon Fojak
(Leambagan Negara Republik Indonesia Tahon 2002 Nomaor 27 Tambahan
Lemwran Megora Repubhk Indonesun Somor 4 L85y

Lndang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 oentung  kevongan  Megara
(Temhbaran Megara Reaublik Indonesia Tahon 2003 Nomer 47, Tamboahan
Feniiman e Republik Tdiaesaa Moano s 28600,

o Ladung-Undong Momor T Tl M4 tentonz Perbendaliormn Negan

(Lembaran Mepara Republk Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan
Fasmtfrran Meeara Repubik Iniffonesi Bomon 4535351

CLmdang-Undang  Momor 7 Tuhun 2004 enwng Sumber Daye Arr

(Lembaran Megara Repubik Indomesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lennberan Megara Bepublik Indonesio Nonwr 4377 5

CLndang-Undung Momor 10 Tahun 2008 entung Pembentukan Perafurm

Perandang-1Indan gan (Tembaran Negara Bepohbik Indonesia Tahom 2000
Mognor 530 Tawbahan Lembaran Megas Bepoblik Incopessn Moo
4389y

Cmlangr-undany Momr T2 Tabwm 20609 wentany, Tale Lintas Tilan Bava

tLembaran Megarn Repubhk ndemesg lahun 2009 MNomer 86, Timbahom
[embaran Mepara Repuklik Indonesia Nomor 5025 )

iz -Uhdang Womor 15 Tabwe 2004 tentang Pemerik=min Peogeloloan

dun Pangyumg Juwsb Rewangan Negara dLembaran Negom Hepubli
ndanesaa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Neseara Bepublik
I doesesn Nomer 4400,

CUndang-Undang Mornor 32 Tehun 2004 wemang Pemerintehan Doerah

(Teambaan Meparn REepoblis Twlonesz Tabwe 20090 Nomoe (125,
Tumbahan  Lembercn Megarn Hepublis  Indeocsis MNomor 4437)
sehapaimang telah dinbah terakhir denpen Undong-Undang Moror 12
Tahwn 208 (Lembama Negan Repoblik Tndonesia Toban 2008 Mo
M Tambuhun Lermburan Negura Repubhk Indonesim Nomor 4844

UCndang-Undang Momor 33 Tuhun 2004 wenung Penmbangon Kevangan

Avtara Pemeriatah Fusal dan Pemenntzhon Daerah (Lembaan Megsae
Eepublik Indonesia Tohun 2004 Nomer 126, Tambohon Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 44387

Undung-Unding SNomor 35 Voshon 2004 tentung Jalm ( Lernbarmn Meaura

Fepublik Indonezia Tabun 264 Momor 132, Tambaban Lembaran Negara
Repuhbik Inilonesia Mamar 132

CUnadang-Undanz Moamor 4 Tahup 2009 faotanz Pertmmbanzan Mineral dan

Batubara (Lembaran Meparn Republik Indonesin Tahun 2009 MNomor 4.
Tambithan Lembaran Negars Repuhlik Indonesia Mamar 4959,

Lndang-Undong  Momo: 10 Toboe 2009 wolong  Kepanwisolann

(Lembaran Megarn Republik Indonesia Tahun 2009 MNomor 11, Tambahan
Lembaran Megara Repoblik Tndonesia Nomor 4986

Undong-Undang Nomor 253 Tshun 204K entong  Poloyanan Publik

(Lembaran  Negarn Repuhliv  Indonesia Tabun 2009 Nomoe 112,
Tambahan Tembaran Negara Repahlik Indonesia Momaor 5038

Ladung-Undung Nogmor 28 Talum 3009 (eplang Pauk Doernb dan

Retribusi Daerah [Lembaraa Megara Repeblik Indonesia Tahun 2009
Mommw 130, Tambahan Dembaran SNegora Bepebhik lonesaa Momor
9y

21 Uoding ...
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21 Undanz-Undang, Momor 32 Tahue 2009 tentang Perlinduagan  dan
Penpelobam Tingkanean Hicup (beimbaean Megas Bepublik Todonean
Tahun 2060 Momor 400 Tambahan Lembarin begarn Bepublik Indonzsio
Bornor S50

22, Peratnian Pemecintah Momoe 27 Tahun 1933 tentang Pelaksanaan Kitab
Unddang -Unidane  Hoekwn  Acara Ficana (Lembaran Mepara Republik
Inddesia Tabvan 983 Neonwr 36, Tambahan Dembazn Negam Repubihk
Ind cresia Momor 52558

23, Perouran Pemerintah Momor 135 Tahua 2000 wawmng Tote Cara Penyitaan
Dalam Roangia Penagihan Pajak dengan Sor Paksa (Lembaran Negasa
Fepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 247, Tambahan Lembaran Mepas
Eepublik Trdemesia Nomar G049

23 Pevanran Peoswermiab. Mowser 3% Tabon 2005 entang Pengeiolian
Kevangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2005
omor L4l Tambshan Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor
45785

25, Peratwran Peroenntale Nomor 79 Tahon 2005 tentang Pedoian Pesnbanzan
in Pengowwam Feryolenggamon Femennomlom Deerad L embarm
Begara Repeblik Indonesiz Tabwun 2008 Nomaor 165, Tambahan Lembaran
Negara Repeblik Indonesiz Norsor 4595 )

26, Peratwran Pemerintah Nomor 34 Tabun 2006 gentang Jalan (Tembaran
Megara Kepublk Tndoresa Taime 2006 Momwm B8, Tanbakan Leobaan
Moo Hepebilh lodonesur BMomme 4ha3 %

. Pemmforan Pemmerincnh Moo 45 Tabun 7RIS tenrmg Air o Pamah
(Lembaran Negara Repubbkk Indoncsa Tahun 2008 Nemor B3, Tambahan
Lembiran Negam Republik ndone st Nomar J859);

28, Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahon 2000 watang Twe Cara Pemberian
thim Pemim lietan Insentl Femmeatm Pajab Qe dain Beinboss Daca
(hembarm Begarn Hepabhk  lndonesia Pohon 2000 Somor | 149,
Fambihin Lembirin Begam Bepubink Indomess Momar ST61;

2% Peramran Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tabun 2006 wentang Padoman

Pengeloloan  Kevangan Daerab  sebagaimana  telah disbah  dengan

Preruturan Menlen Dilom Megens Moo 599 Tadwa 2007,

Pemmrin [eaemb Eabopoien Hondowose Momer 20 Talom 2000 tening

Pengelobam Kemmesn Dacrab (Lembann [erah Kabupaten Bondowess

Tahun 2007 Momer  Serd, Tambahan Lembaran Dacrah Eabupaten

Dendowesa Namaors;

3. Peratwran Dacrah Kabupaten Bondowose Momor 4 Tahun 2005 tentang
Penvidik Pogowen Megen Sipil Dieerah di bogkongar Pemerintah
Febupaien Bondowoso (Loembaran Dacrah kubupiten. Bondowose Tithun
G5 MNomor, Twmbszhan Lemboran  Umersh  kabupaten Bondowose
FNomr

32, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowose Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Cieoanisas dan Tala Ferjs Sekretacial Daecah Sekredonial Dewsean
Perwukilm  Hokyel Duerah dan Stad Akb Kabupaten  Bondowoss
(Lembaran docrah Rabupaten Bondowoso Tahun 20068 MNomar 1 Sen B

33, Perawran Daerah Kabupaten Bondowose Momor 4 Tahun 2008 enang
Orzanisasi dan Tata Kegfa Dings Daerah (Lembaran daerah Kabupaten
R dowazn Tahom 2008 Bomor 3 Secl T

M

Dengun Persetujoan Hersama
DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAII KABUPATEN BONDOWOQSO
dan
RUPATI RONTRIYW S0

MEMUTUSKAN «......
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MEMLUTUSKAN :

Menetaplan ¢ FERATURAN TAERAH TENTANG PAJAK DAFRAH.

KAHI
KETENTUANUMUM

Pasal |

I3atam Peratiran |aerah o, vang dimakand dengan

e e b —

13

14.

k5

Lreeraby audaboh Rabupaten Bondowosn,

Pemerinush Deersh adslah Pemeniniah Kabupaten Boodowoso.

Fepala Daerek adalak Bupo Dend oosse,

Pejubol adadah pegowal vang diben wgos tereotn di dang perpojukon dagmah sesin
dl;u_gun prratarun peramnd wng-umdungen,

Pajuk Daerah, yvang selanjumys disebut Pajak. adalah Rontrtbus wajin kepada Dacrah yang
teneang oleh orang pribadi st Badan vanz hersifat memaksa herdagarkan indang-
Undmig, dengan tidok wendopatkon imbalan secwa Jaogsung dan dizenakon uuk
brperiven Dueroh bag sebesar-besarmya kemakmmoman ko,

Badan odulah sekumpulan crang dandtou modal yang mernpakan kesatwan, baik vang
melakukien wsoha maupon yang tidak melakukan usaha yvang melipud perseroan lerbatas,
prerseroan kemnditer, persersan lainyva, badan vsaba milik negarn (BUMNL atin badan
psehil melik dacesh (BUMDS dengn noma dan Jalam bepmk apapun, firma. Kongsi.
koperass, dana pensmn. persekutuin, peckumpulan, yavasan, organisasi massn, oroamsas
sosiil pobk, atay organizasi linoya, lembeg dan bentuk badan lainoyva
Pogak Hestel izl pupsk avas pefayanan sang s diakan oleh hoel
Hionel adialuh feslias penyadi jusi pengmapan,pensnrisn ermisik jaso terkaic iy
dengon dipungn bovaron, yang mencakup juga motel, losmen, gobuk pariwisoio, wismo
parrwisaly, pesangerahan, rumah pengimapan dan sojemisoee, semu romah kos dengin
prmiiah kamur lehih dari 10 (sepatlah,

Pajak Resstoran adalah pajak atos pelavanan vang disediakon olel iestoran

. Besoran adalgh lasilnas penyedin mekmnan dansasaa mmuman dengaen dipunguon bayaran,

vang mescakup umn ramah makan, kxferaria, kantin, woarung, sar. dan sejenisnva termiasuk
jise okt ering

- Pk Hiburun wdadedy pagak abes penyeleng garum bnbaron.
. Hiburum stafoh sereoy jeris wotunm, pertamjukan, permsnn, denae Seramainn ving

dimikmmati dencan dipangat bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelangzarann reklane

Bihbune adolih bendi, o, perbuaton, alan medie vang bealok din comk sugoni
dirungung wiuk wpgan kemersial memperkenulin, menganjursin, memnprorssiken, u
unius rrenanik perhacdan umum techadan barang, jasi oreng, st bisdar., vang dapan dilibat,
dibaca. didenpar, dirasakan, dan‘alau diniiman oleh wmam

- Pk Fenerwzon Jolan mbdoh poes aics pengpunaon tenogs hsnik, baik g dibasilhin

sendirl manpon diperolel dan sumbser iain.

. Penggunaan waags [Tsnk das somber loin sdalah penggunaan lisink dar peavedia hsmk

gelain yang ditoguk cheh Pemenntah Dagrab.

o Fapk Mineral Bukan Logon dan Hafnen acalah pagak atas keziatan pesganbalan minesal

bukan Jogum dan b, bk dees sweeber adae Ji Bl dooftae permukien buen widok
dizianfaarkan

. Mineral Mukan Logam don Baman sdalah mineral bokan Tgam dan hatean sebagaimana

dimakane di dalam peratran peroadang-indangan di bidane pinerat dan batnbara

- Pajak Packie odalaby pagak atos peaseleng sormn fempal puks G Toae badan jolin, bk vaog

disedinizan berkaitan denpan pokck wsiha maupun vang dizediakan scbaga: =suam ustha,
termeasuk penvediaan tempar pendtipan Xendarson berrmatr,
0, Parkir.. .
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n

Parkis sdalah keadaan tduk bergaras sustu Bendaraun vang Gdak bersilat sementara,

Fajuk Aar 'Taeeh sedatah papak ot pengeambiizn oz pemont@asm aie tansh,

Adr Tanzih sdwlah mr yang rerdopa dafam lapisam taneh atae baman 3 dewah permmoksan
tanah.

Fajik Bomi don Bargoenan Perdesaan dor Peckotan adalade pajak alies buimi da st
bungunan yang diemibke dikoosu. dundwleo dimandeodem oleh ommng pribade wien Budan,
kecwali kawasan vane digunakan onnk kepaatan usaha perkebunan, pedhvlanan, dan
pertambangan.

. Bumi adoleh perminn bumd vang meliput mnah den perciran sunge di owilpwvah

kabupaten,

. Bangunon adaleh Eonstrubs! tekni¥ vang dimnam atan dilekatken secara tetap poda wnak

dim/ i prunn sungak.

. Nikai Jual Obpek Pajak, veng selanjuimva disgken S10P, adelah harga ratg-rom vang

dipezaleh dam trommaksi jual bell vane terjadt secars wajar, dan blamaas tdak erdapar
fron sk jual beli, NICHE ditentolan mefaloi pabandingan harga dengan objek Toin yang
sjens, wiaw alm pereelan baro, s NICOP pepgean

27, Den Perolehan TIok atas Tanah dan Bangunan adalah pajok aas perolchim Rak s (anab

dundwnn haeg unan.

28, Perolechon Huk oo Vanah duncates Bangooen sdalab perowstan st penstoes bokuam yang

menzakibatkan diperclahava hok oy tinad danfaton hanganan oleh onng peikadi aga
Faalan.

26, Hok otas Tanoh dandsalaw Bangunen odolah bak otas tanob, feomasuk bak peagedolaon,

beseria pangunan 3 guenyu. sebagaimons dimaksed dalam ondang-wndung & bidang
pertanahan dan bengunan.

Subjek Fajek wlalik crang pritsudiatm Bk vang dopol dikenakon Pujnk.

Wajib Pazak adalah crang pribadi atan Badin, meliputi pembavar pajak, pemotong paak,
dan pemungul pajak. yang merpunvai hak dan Rewajiban perpajakin sesuai dengn
ketenmian peranran penmdang-undangan perpajakan dierah.

2, Musy Funk utlileh Jurgka wakdy b =] bulan kabeoder staw Jurrgay wuke linn yang dunmur

dengan Perataran Bupai paling lama 3 (dga) bulin kalender, vang menjad: dasar bagi Wajib
Pajak untok menghitong. meaveter, dan melaporkan pajak vang terntang.

- Tahur Papai adalh pamzka weakow yamg lomanye T essn) shon Balender
o Pajak vang terawang adalah pajak vamg harus dibavar pada suatd sadn dalam Masa Pajak,

dalam Tahon Pajak atan dalam Bagian Tahon Pajik seswai dengan ketentan peraliean
perundong. vodamgzan perpajakin docra

Prommyguiun sdalab suaba remgbeoan kegoton mulm don penghimpumn dida obgel dun
subjek pajak, penenan besarnyn pajak yange tembimg sampai Kegatn penagihin pajak
kepada Wapih Pajak eera pengawasan pempelorannya.

Surat Femberitahnan Fugak Daerh, ying selamuoinya dhsmglas SETRPLY, didolah somr sung
oleh Wit Pajakl dojumakan antuk melaporkan penghitungan denditen pembavers pajuk,
rhjek pajol danddan bukan abjek pajak dandtan haa dan kewajiban sesoai deonsan
bebesnnuann peguluan perui i g -uodangan penpgabon il

Surar Pemberitahuan Obiek Majak, vang sslagjommys dizinpkat SIPOP, adzlsh sura vang
dipunakan oleh Wajlh Pojok untuk melopoarkan dam subjek dan objek Pajnk Bumi dan
Bungunon Perdemon dun Perkotamn sesui deng@m Selenfuan pesutuan pesunduang - gan
perpajakan dazrab,

Surat Setoran Pak Daerzh, vang selanjuimys disingkat SSPD. adalah bukli pembayvaran
wisn penyelomm pagk yeng telah difikoken dengan menggmeokom oooube atan felah
dilakubiin dengun cara lain ke kas umum duerah melalw iwmpal pembavaran yung ditonjuk
aleh Bupari.

Surt Ketetapar Pajak Therah, vane selnjotova disingkat SKPT1, adalah scal ketetapan
priyark wang toeneol vk besariyva pimlah pokok papk yang lsuang,

. Surut Pembenimbomm Pujek Terotung, vanig selumumya disingkut SPPT, sdulsh sure vang

Jisvnakan weiuk membeactadokan besunyva Pajak Bomd dan Bangonan Perdesaan dan
P bkontam yamg lermnmg kepila Wb Pojuk

Al Surat... .
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43,

45,

EH

J,
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Sural Ketétapan Paak Dazrah Kurang Bavar, vane selanjumya dizingkat SKPDEB, adalah
airal ketesapan paek vang mensiikan besarnya omlah pokok peijak, jumbah kieda pagak,
Jumleh Eebormgn pembavaran pukok poguk, Deswnyn sanks) sdminestoill don jumlah
Pk vumg masih baros dbeyar,

L Swral Ketetapan Fajok Daenth Korang Bayar Tombahan, vang selanjummya disingkar

SEPOERT, adalah swal Fetetapan pajok yanz menenbakan tambahan atos ondah pagak
wung wlih diteapkan.

Surar Eeteraman Pajak Dacrah Mikil, vane selpvonva dizingkal SKIPDN. adzlzh suria
ketetapan pajak yane menemukan wmbsh pokok pajek sama besamya decgan jom lab kredi
Pk wia pogak bk wnobimyg dan ek uda bored s pagab

o airat Bectapan Pajak Dacrak Lebih Boyar, vang sclonjumya disingkum SEPDLB. adalah

sural kevetapan paek vane menemtukan jumlah kelebiban pembayiran pajak karena jumbih
it pavak Tebvily Besir doripasdo pojak yoaae letutang s sehiosoya tdak ieugns.

. Surat Tagihen Pajak Daerah, yang selanjunva disingkar 3TPD, adalah soras untuk

melakukan tagihen pajak danfan saeks adminis ranl berupa bunga dondac denda

o Sural Kepumsan Pembeulan adafah surat Keputasan vang membenilkan kesalehan b,

R labim btomge dondaton Kekehmsn dalum penempan ketenian tecenin dalim peraianm
perundeng-undungn  perajaloon desrh vung terdapar dalem SPPT. SEPD, SEPDKE,
SKPDERT, SEPDN, SKPDLE, ATPDvamu SKE,

. hural Keputusen Keberatan adalab surat keputosan atas keherafan terhadap SPPT. SKPT,

SKPOEH SKPITKHT, SKPON, SEFELH alan tedhadap pensitoagan atan penmngntan oleh
paliak ketiga yeng doagubon oleh Wigil Pagabk.

Pumizen Banding adalah punsan badan peradilan pajak atas banding erbadan SKK ving
diagkan oloh Wagth Pajak.

Fermbukumm  wlidah  suou proses  pencutwan jyung dblskuksm  securs wersur untuh
mengwnpulkon des don oeformss kevangun vang mebpon hanp, kewapban, modal,
penehasiian dan biava, erte jwrolah harpa peralehan dan penyerahan Barang atan jasa, yang
alitutugy dengan menvisin loporiil Ketangan Detipa nesic dan loporn Taba iig antuk
periwde Tobun Pupdk wersebot,

Instanst Pemungut adaluh lnstans yving ckeh Undang-Undung diben kewenangan untuk
memunzul pajak dasrah.

Pemeribsann adalah serangkiion kegintan menghimgon dan mengolah data. Bz an dan
sty baktr yeng abinksanukon wcone chyvekG0 m prolsaonal berdssarkan suein standbe
perneriksian uniak mengui kepevhan pemenuhan kewajiban perpajakan dazrab dan/atau
twjuan  lain dalaes  rangka melaxzanakan  kelentuan  peraturan  pernnéang-und anzan
[rerpijakan dazrali

- Jusa dalah kegiotan Pemenniah Doereh berupe usdho don pelavinan yong merysbablan

baring. fieilitas alon kemanfoaon laansa sang depar dinikmati oleh orang prbadi atau
RBadan,

Feryidbcan ndak pdana & bedang perpagakan deeoh adalah serangkasan hodakan vang
dilakokim oleh Peoayudih pnluk mencon serta mengumpulban bukir ving deogan bukin i
membioat terane indak pidass i bidane perpajakan daerah vany terjadi serta menemulan
IErsangkanya,

Penyidik adalah Pegabat Polisi Megara Fepoblik Tndonesia atan Pejabal Peeawai Neser
Siptl terientu yang dibenn wewenang Bhusus oleh undang-undang unink melakukin
penvidikan.

Peryidil Pepawan MNepen Sipil Doerah selannmya disingka PPRS Deersh adalak Pejaha
Feggraan Meygen Sl et d Linghongan Pepsenmiah Kebepoten Bondowoso vang diben
wimvenang khusns oleh Peraturan perundumg-Undangan uniy melekukan pemyvidizan uins
pelanggaran Peraturon Daerah;

BAB IL....
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BARIT
Falak MAKKAH

Meagizan Kesatu
Jems Pajak

Pasal 2

Jews Fapak Dezavab terdio e -

SRR R FE

el -

FPuguk Hoel;

Pajak Restoran:

Fajak Hil:uran;

Pajak Keklame:

Pajak Mereranzan Jalan:

Fajuk Minesal Bukan Lopare dan Batwan

Pajak PMarkir:

Pajak Adr Tanah;

Pajak Buini dan Banpunsan Pesdesaan dan Perkotaan Gai
Bea Perolchun Huk ntas Danah dun Bungunam,

Bagian Kedua
Fajak Hotel

Paragrafl |
Mama, Dbjek, dan Subjek Pajak

I'asal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungot pajas aras pelavanan yung disediakan oleh howel.

1]

(2]

Pusual 3

Objck Pajak Hotel adaleh pelavanan vang dizadiakan oleh heowl deagan pembavaran.,
termsuk e penunjun sebeger kelengkapan ol yang siluinye pembenkan kemadaum
ddun Bonvamenan, termasuk tasilinee olih raga dan hibasn

| Rincian Pacak Hotel adatah Tarip Kamar hoel dikali jomlah pemakaion kamar hotel per han

dhkaninken T % fuepoon by peersaen psetomma | isane ) bolam

s penunjanyg sebagmmuny dimaksod pede ayet (27 adalab lwsbites welepon, Jekamile,
teieks, imemmer, fookopi, pelayvenin cucd, soteriki. mansportasi. dan Masilings sejenis [ainmya
winre elvsesshikm aton dhbeekoln bl

| ok termusuk obvek Pojuk Hedel sebogwimang domeaksod pude ayat §2 6 adaluehs

8. Jusum wmpu ongesl ssremea yang dizelenggurakan olch Pemerinrah, Pemennoh Provinsi
i Peaennntah Dol

b, guem sewn ppoarternen. kondomnmom dun sejensmyu,

. jasa rempat dngeal di pusar pendidikan atan kaziatan Keapamaan;

i jasa wempal tnpgal 3 oomabesakil aseam perowal, pant jempe pant ashan: Qoo pent
soslal Ly vy sejems; dan

€. jaza birp perjalanan sau perjalanan wisata vang dapat dimanfzatkan cleh nmuam,

n Tempal Eos-Kosan.

Fasal &
Aubjek Pajak Hodel adalab cramz peibaedi aion Badan yaog welakokan penbasaren kepada

orung pribocd) gtay Badan yang mengusuhakan hoel
W ajib Pajak Hotel adalah crang pribadi ataw Badan vang menpusahakan hoel,

Paragraf.....
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Pasal 63

1) Tabon Pugak adalab juorg ke vkl | (et b kadesder.

() B yum e menmink i pajikovamg rennting qitalah menmror Eealian oboek posk o tang msl
1 Januoei

(3] Muosa Pajak dimulal tanggal 1 lanoan don berakhic pads tanggal 31 Desember pada Tabhon
wying berkenam,

(=) Tempat pujak ying wemtang wdakah G wikovnh dacrih viang melipon betak objek pujuk

Pasal &%

(11 Pendaraan dilakukan dengan mengounakan SPOP.

(2] SPOP sebagamana dimaksud peda avan L hams dils: dengan jelas benae, dan lenplap sera
ibtanadatanzani dan disampaitan kepada Bupati yang wilavah keganys melipot lerak nlbyek
mijak  selambar-tmobanyva 30 Eea poluh] hae Kesa seelah coegal diteinansa SPOP oleh
Auhjek Pajak

Pasal T

(1) Besdusuckon SPOF. Bupub meoertntkon SPPT
(1) Kepala Duerab dapud mengehwrksn SEPD ol Ral-hal schigal benkon
e SPOP sebepmmars dimabsad dalmn Pasal 36 avar (2] tidok disanpaikon uy setelal
Wik "ajak ditegur secird terulls cleh HBupan sehogaimana ditentuikan dalim Sorat
Temaron!
b, berdasarkan hasil pemeriksaan atan keweranzan len temvata jumlah paak vang enmang
[shih hesar dari jumlsh pajas vang dibitung berdasgrkan SPOP vang disampaikin olch
Wajib Pajik.

Bagian Kesebelas

Bea Perolehian Hak Atss Tanal dan Bangunsn

Pavagraf |
Noma, Dhjek, dan Subjel Pojak

Pusul 71

Dengin mivrn Bep Peeclahon Hek Ates Tanah don Busgunan dipengun pajne ss Perolehan Hak
utas Tanab dandatoe Bongunan.

Pzl 72

(1) Ohjek Parak Bea Perolehan [lak ata: Tanah dan Banpunan adalah Perlehan [lak a2z Tanah
damfiina Dangunan.,
(21 Perclehan Hak ates Tenah dan/sioy Bangunan sebagumang dmaksod pada ava (1 melipai;
& pemindaban hak karena
I jual beli;
2y wkiar menukar,
3 hahah
43 hifah weasint
Jhowaris;
b prenmsukun dolan perseroan atw budaon Tk Tai;
Th prermsshan hak omng wenpektbaikn penshan;
B penuopukan pebeli dalam Jelang.
N pelaksanaan purasan bakim yang memponyal kekosn hukomm eap;
L penggabungin usoho

I17 peleburen......

104


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(4]

(3)

1) pelebauran wsaha;
12) pemekarun usahi, atay
13} hadiah.
b, pemberian hak baru karena ;
13 kelunjutan pelepasan hak, wtos
23 di luar peleposan hok.
Hak atas tamah sehagamune dimaksud pada nya (1) adalah :
4 Hak milik:
b, Hak gune usalia:
¢. Hak guna bangunan;
d. Hak pakai;
¢ Hok milik atas satuan ramah susun; dan
f. Hok Pengeloloan,
Objek Pojak yang tdak dikenaksn Bea Perolehan Hok atss Tanoh don Bangunan sdalah
abjek pajak vang diperoleh ;
. Negara untuk penyvelenggaraan pemenintahan donfatau dntuk pelaksanaan pembangunan
g Kepentingan umaim.
b, Owang pribaci stou Badan karena konversi hak atau karenn perbustan hukum Bsin dengan
tidak adanya perubahan nama;
e, Orang pribodi stau Badan karens wakaf; dan
i Ovamg privodi atad Badan vang digunakan untuk kepentingain ibodah,

Pasal 73

Subjek Bea Pernlehan Hak ates Tunah dan Bangunoan adalah orang pribadi ston Badon yang
memperoleh Hak atis Tanah den/aton Bangunain,

Waph Pajak Bea Perolehan Hok otes Tanih dan Bangunan adalah oring pribadi atau Badian
vang memperoleh Hok atas Tanah den/at Bangunan,

Paragral 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 74

Dasar pengenaon Bea Perolehan Huk stus Tanah dan Bangunon adaloh Nilo Perolehan
Ohjek Pajak.

Nilud Perolehan Obsjek Pajok sehagaiming dimaksud pada ayar (1), dalem hal ©

Jual beli adulah hargs transaksa,

tukar menukor adalah nilai pesar;

hibuh sdalah nilid pasir;

hibah wastar adolah milai pasar,

waris ddulih nilad pasar,

penusikan dalom perseroan wton badan hukoam ooy adalah nil posar;

pemisshan hak yang mengakibutkan peralihan adalah nila pasar,

peraliban hok karena pelaksnnon putison hokim yang mempunyal keluatan hukom
tetap adaluh nils posar;

pemberian hak burg atas tanah seboga kelunjutan dan pelepusan hak wdalab nila pasan,
peinberian hak buru atas tanah di luar pelepasan hak adolsh mila pasar;

penggabungan usha sdalah nilu pasar;

pelehurun usaha adalah mla pasar;

pemekaran usuha sdalah nilw pusar;

b ity mceslndy milod pasne dony oo

penunukan pernbeli dalom lelang adalah harga wensaksh yang lercantum dalan risalah
lelang.

TR R

gRpETETT
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(3} Jika Nilai Perolehan Objek Pajok sehaguimana dimaksod pada aya (2) humfl o sampad
dengan huruf n tidak diketahoi atay lebih rendab dar padis NJOP yang digunakan dilam
pengenasn Pajak Bumi dun Bangunan Perdesaon dan Perkotaan pade tshue tenadinya
pernichan dasar pengensan vang dipukai adalah NJOP Pagak Bumi dan Bangunan,

i4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkon sehesar Rp
GO000.000.- {enam pulih juts rupiah ) uniek setiop wafib Pajuk,

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atan hibah wasial yang diterima orang pribadi vang
musih dalam hubungan kelusrgs seduruh dolam gans keturunan lurus sato derjat ke atas
way saty derajir ke bowush dengan pemberi hibah wasial, termasuk suamifiste, Nilu
Perolehun Objek Pajuk Tidak Kena Pajak ditetspkan sebesar Rp 300.000.000,- (tign mtus
juta nupiak)

Pasal 75
Tunid Bea Perolehan Hok atis Tansh dan Bangunan ditetapkan schesar 5% (hma perseratus).

Paragral 3
Cora Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemomgatan

Pasal Th

(1) Besaran pokok Bea Pernlehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tennang dibitng dengan
carn mengalikon tanf sebagsimana dimuksed dengon Pasal 75 dengon dassr pengensan
piak sebagaimaong dimaksud dalom Pasal 74 setelab dikurangs Nilai Perolehan Obpek Pajak
Tidak Kena Papk sehagammana dimaksud dalam Pasal 74 avad (4],

i2) Bea Perolehan Hak wias Tanah dan Bangunan yang terutang dipungot di wiliyah Kobupaten
Bemdowoso tempat Tonah don/oae Bingunon berada.

Pasal 77
il

Sumt terutangnya pajak Bea Perolehan Hok ates Tanah dan/atou Bangunan ditetapkan untuk
il bl addalady sejak tanggal dibust con ditandatanganiny akta;
tukat menukar adulah sejak tanggel dibuat dan disandatangumnys skt
hibah adoloh sejak tnggal dibuat doan ditandotongaminya akio;
hibah wasiat sdalah sejak tangyal dibuat den ditandatanganiny: skt
wirris adalah sejiuk tungeal yung bersanghutan mendaftarkon peraliban haknya ke kumlor
bidang pertinahan;
pemisukan dalam perseroan atan badan hukum lineya adalah sepak onggal dibum dan
dstandatangininya akiu:
g pemisahan hak yang mengakibatkan peralihon adaloh sejak ranggal dibua dan
ditundatanganinya kit
h. putusan hokim sdalah sejak tanggal putusan pengadilan vang mempunyni kekuatin
hukum yung tetap;
i. pemberian hok bary stas Toanah schagni kelanjutan dart pelepusin hak adalah sejak
tangeal diterhitkannya surat keputusan permbernan hak;
). pemberian huk boru di hoer peleposan bak adalah sejok tangpal diterbitkamyn surat
keputusan pemberion hak;
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibost dan ditsndstanginyn skia;
L peleburan usahs sdalah sejak tunggal dibuoat dan ditandatanginyd okt
m. pemekanm usabn adalh sejok tanggal dibunt dan ditindstanginye akta;
n.  hadish wdaloh sek tng gl dibue dan ditandatonginyo ekia;
o lelang sdalah sejuk tanggal penunjukan pemenang lelang.
() Pajak yung terstang horus dilunssi pads st terjodinya perolehan hok sebagnimana
dimiaksud padi ayat (1),

PEREE

)

Pasal 78.....
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Pusal 78

(11 Pejabar Pembum Ak Tarab/Metaris hanva dapar menandarangani akra pemindzhan 1ak
abas Tanale dandatin Basgunan sedelah Wagils Pagak menyeahkan Tkt pre b e ok

(21 kepala kuntor ywng mommiduna peluyonan 2lung Megas fenyd dupal menandwrangani
risaleh lelang Perodehan Hak was Tarah dandstay Banguran sgrelah Wapk oax
menyarahkan bukil pembavaran paiak.

(31 Karpaln kontor bulang pertanaium banva dapil melskusan pendalmean Hak e Timah e
pemdaltarnm poraliim Huk atas Twmob seieloh Wb Papake menyerablan bukt pembayarm
itk

Pusal 79

(17 Pejabat Pembuat Akta Tanan'Notaris dan kepala kantor vang membidangn pelavaran lelang
Megara melaporkan pemboatan akta atan risalah lelang Perolehan Hak sas Tanah dandatan
Bangunaa kepada Bupoti paling lanbat pada g gel L0 (sepadub) bulo bermkutnyi.

(21 Tata cara pelaporan bag pejibal sehagmmana dimakswd pada - avat (1) diaor dengan
Peraturan Bupati

Fasal B0

(11 Pejabar Membuar Akta TanalyNotans dan kepala kantor vang membidang pelavanan lelang
negara, vang melanggar ketentuan sebagainiana dimab=id dalar Pasal 7H avat |1} dan avat
2} thkenasun sanksn sdminismnd berope dembn sebesr Kp 75000 (hgai gars e
mutus b rupdithy Wik senap pelangguren,

(21 Pejabar Membuat Akaa Tanah/Nctaris dan xepala kantor vang membidangi pelavanan lelang
negara, vang melangzar kereatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 avar (1) dikenakan
snksn edeinisuail hamps deoda sebesar Bpe 25000000 dus ratus Tima pulab b oapiai)
unnfuk s g .

(31 Eepaln Kantor bodunge peramnaban yong melanggir belenton sebaginumny Junaksud dulum

Pasal T8 aval (37 dikenakan sanks1 seswai denzan Xetenfuan peratvran perundang-wndongan.

BAB II1
PFEMUNGLTAN PATAK

Bargian Kt
Tata Cara Pemungutan

Paral 81

(1) Perpangman Paak dilaraeg diberangian.

(21 SBedap Wafik Pajak wafh membaver pajak yang tenitang berdasarkan suest Eetetapon pajak
uton dibiyan sendin oleh wajib ok ook Ko pecondag-undangan pee ok,

31 Waph pagak veng memenstn kewapibon pezpuypckan bedosorkan peoetupon Bupah diboyar
denpin mengpunakan SEID atsu dokumen lain vang dipeesamakan,

(4] Dokumen lain vang dipersamakan sebegaimana dimaksod pada ayat (3) berepa releninz
prmbeyan.

(51 Wuph pups vinmg memenuhn bewanbun perpuakin seodin dibeyar dengun menggumnkon
SPTPD, SEPDED. dansam SEPDEDBT,

Pasal 82

(1) Dalvm eneka waktm 5 (limap tabon sesodzh saat tentangnya pajak. Rupat: dapat
nenerhitkan

a AEPDED....
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(2

(3]

i

5

(1

(£

a5

a SKPDEH dzlam hal-
Lo ks berdiwsmkon Dasil pemerik sian o keterongan o, pajak yvang dezolong ldak
e kurung dvbayar
Jka SPTPD odak disampaikan kepeda Dupati dalam jengka wakm tenten dan
setelah ditepur secara temulis lidak disampaikan pada wakiunva schapaimana
ditenmkan dalam surat teeiran;
3. ko Eewoibun mengisd SPTPD Lok dipenuhe, pajul vang teoatong Jibiiung secas
Jahatan
k. SEFDEBT jiks ditemukan dats bary dunfae data sung semula belum ieningkap vang
menyebabkan penambahan jumiah pajak vane ierung,
o SKPDM jika jumlzh pajak vang rerunang sama besarnya dengan jumbah kradin pagak ot
ek trchik terntany dim ik e keed gk
Jumbah kekvmngmn pajok yung lemtang dolam SKPDRB sehigmmani dimakcsnd poda oy
(1] oral aovngka 1) dun anglos 2) dikenaken sankst admimstratl berupo busyge seheswe 2%
(diun perseratus) sebulan dkining dar pajak vang kormne atan eelambat dibayar dntick
Jangka waktu paling lama 24 ua puloh empaty bulan diniwng sejdk saat wrotangnya pajk.
Juimlah keXurangan pajak vang terotang calam SKFDEBT sebarainana dimaksud pada ayvat
(1) hurol b dikesohon ks sdminpsiail berupa kenukon sebesar 8 (sersus
perseruus ) dur jumlah kelurengen puuk (ersebot,
Kenmkan sobaginmany dimaksud peda avar {37 ok dikenakan Jika Wab  Majak
melaporkan sendic sebelum dilakukan tndakan pemeriksazn,
Tumlah pajak yang teratang dolam SKPDEI seharaimana dimaksid poala avae (0 husuf o
wighn 3] ikemban sankst sdomamstratl berupe kenukon sebesar 25% (dua polul Lma
perserutng) den pokek pajas diambok surks adimimeeuts bemapa bung sebesur 2% (dug
perseratus) sebulan dihitung don pajak vang kursng alan wrlimbat dibavar unos jasgka
wiaktu paling lama 24 (dua paluh empat) bolan dihitune sejak saat werotanmva pajak.

ra

Prusul 83

Totn cora peperaitan SEFD ot dokuren lmn voeg dipersamokan. SPTPD, SEPDER, dan
SEPDEBT schogmwmung dimukswd dalem Tasal 81 wval (3 dun wvot (33 dar dengan
Feraturan Bupati.

Felentonm lebi lanjol mengenal 1 s pengisiz dan penvampaian SKPD atag dokuanen
bain yunng dipersamnabon, SPTRD, SKPDER, don SKELERT sebagaimana dirmakeml dalum
Poosul B1 wyvat (30 dun ot 4 5) drawor dengun Peruvren Bupsi

Bapian Kedua
Sural Tagihan Pajak

Pusal 34

(1) Dupan dapae menerbitkan SPTD jika

(2

i3

a. pajik dalam tahie herjalan tidak atan kurang dihayar

b cari hasil penelition SPTPT rerdapar kebnrangan pemhayarin sebapai akinat zalah milis
dunain sulam hitung;

o, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga danatan cenda:

Jumlah kekurimgan pajak vang reroteag delam STED sebopaimena dmakssd poada gvar (1)

huend a dan hurl b ditambab dengae sanks administeast berups banpa sebesar 2% (dia

peiseratus) seliap Folan witak pating laa 15 (g belas) butan ek spal lenbnzmga

patjak.

SKPD yung tidok atn kueang dibaver seieldh jach empo pemboyaran dikeackan sanksi

sdministrmsi barupy bunga sebesnr 2% (doa perseratus) sebulun stan dicagih meldui STPD.

Bagioh .
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayonran daon Penagihan

Pazal 83

{1} Bupati menentukon tmggal jatub tempo pembayaran dan penyeloran pajok yang terutang
paling lami 30 (tiga pulub) hari kerja setelah sant terutangnya pajuk dan paling lama 6
(enam) bulan sejuk tanggal diterimanya SPPT aleh wajib pajak.

12} SPPT, SKPD. SKPFDKB, SKPDEBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Sural Keputusin
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlsh pojek yang harus dibayar
bertambah merupakan daser penagihan pajak don hars dilunasi dalam jangka wakio paling
lima | {samu buban sefuk tanggal diterbitkon.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyuratan yang ditentukan dupal
memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur sty menunda pembayvaran
pajak, dengnn dikenakon bungs sebesar 2% (dua perseratis) sebwilan.

(4) Ketentuan lebih lanjul mengensl tata card pembayaran, penyetoran, empal pembayacan,
angzsuran, din penundaan pembayaran pajak diater dengan Peraturan Bupati.

Pasul 6

(1) Pajuk yung terutang berdusarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surmt
Kepusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tdak atau
kurang dibayar oleh wajib pajok pada wokmunys dapm ditagih dengan surat paksa,

{2) Penagihon pajok dengan surst paksa dilaksanakan berdssarkan peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Kiberatan Dan Banding

Pasal §7

(1} Wajib pajak dopat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati st pejabat yang ditunjuk
alns sesuaty :

SPPT;

SKPD;

SKPDKB:

SKPDKET,

SKPDLE;

SKPDN dan

Pemotongan ateu pemungutan oleh pihuk ketign berdasarkan Ketentuan  peraturan

perundiing-indangan perpajakn docrah,

12) Keberatan diajukan secara tenulis datam bahasa indonesia dengan disertal alasan-alasan yang
Jelas,

(3) Keberatan harus diajukan dalom jangka wakie paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan stau pemungutsn sehagsimana dimaksod pada ayal (1), kecoali jika
wajib pajak dapat menunjukkon bahwa jangka wikiu it tidak dapat dipenuhi karena keadaun
i Juar kekuasapanmya.

{4} Keberatan dapat digjukan apabila wigib pajak telah membayar paling sedikin sejumlab yuny
teluh disetujui wajib pajak.

(5} Keberatan yang tidak memenuln persyaraton sebagimana dimaksud poadi avat (1), ayat (2,
aval (3 ), dun ayal (4) tidek dianggap sebapal surmt keberntan sehingga tidak dipertimbangkan,

(6) Tanda penerimasn surst keberstan yang diberikan oleh Bupati atan Pejubat yang ditunjuk
atau tmcda penginiman  surat keberatan melaluy surmt pos tercatal sehagm tanda bukt
penenmian sural keberatin.

e AR

=
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2.
Pasal 88

(1) Bupati dalam jengks waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejek tanggal Surm Keberatan
diterima, haras memberi kepatusan atas keberotan vang digjukan.

(2) Kepurusan Bupati atis keberatan dapat berupa menerima selurohnya st sebagian, menolak,
ali menimibah besamya pajak yung terutang.

() Apabile jangha wakiu sehagumana dimaksod pada ayat (1) telah lewat dan Bupan tidik
member sunti keputisan, keberston yang dijitkan tersebut dinnggap dikabulkan,

Fasal 8%

(1) Wajib Pajuk dapat mengajukon permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap kepulusan mengenai keberatannys vang ditetapkan obeh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimans dimakswd pada ayal (1) digjukan secara verulis dalom
bahisa Indonesia, dengan alwsan vang jeles dolom jangks wikin 3 (tga) bulm sejak
keputusun diterima, dilampiri salinan darl surat keputusan keberatun tersebut

{3) Pengajunn permohonin handing menongguhkon kewajibon membayvar pajak sampad dengan |
{satu) bulan sejak nggal penerbitan Putusan Banding,

Fasal %0

(1) Jikn pengujumn keberatan stou permohonen banding dikabulkin sebagian ot selurohnye,
kelebihun pembayuran pajak dikembalikan dengan ditamboh imbalun bunga sehesur 2%
(dua perseratus) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan.

{2) Imbalan bunga sebagaimona dimaksud pada ayat (1} dihitung sefak bulan pelunasan samgai
dengan diterhitkannya SKFDLB.

(3) Dulum hal keberatan waujib pajek ditolak atou dikebalkan sehagian wayib pajak dikenai
smksi administratit beropa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumish pajok
berdasarken keputusan keberutan dikurangt dengan pojak vang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan,

{4) Dalem hal wajib pajak mengajukon banding. sonksi sdministratif berupa denda sehesar 50%
{lima palub perseratuz) sehogaimunn dimaksud pada ayal (3) tidak dikennkun.

(5) Dalam hol permohbonun binding ditolak atou dikobulkan sebagian, wapb pujak dikenakin
sunksi mdministrutif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajuk
berdnsarknn Putusan Banding dikurangi dengon pembayuran pojok yang telah dibayne
sehelum mengajukan keberatan,

Bagian Kelima
Pembetulun, Pembataln, PFengurangan Ketetapan,
Duan Penghapusan atan Pengurangan Sanksi administeatif

Pasal 91

(1) Ates permohonan Wajik Pajak atou karenn jabotnnnya, Bupati dapmt membetulkan SPPT,
SKPD. SKPDKB, SKPDEBT uum STPD, SKPDN sau SKPDLE wang dalom
penerbitunnya terdapal kesalshan mils danfmag kesalshan hiwng danfmau kebelinm
penerapan ketentuan tereniy dalam perituran perundang-umdangan perpajokan daerah,

(2) Bupat dapas ;

a. meéngurongkon o menghapuskan sanksi sdministratif berupa bunga. dencs, don
kengikan pojak yang terutang menurul peraturan perundang-undengan  perpiajakuen
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakon karena kekhilofan Wgib Pajok stag bukan
karera kesalahanmya:

b mengurngkon sau membotalkon SPPT. SKPD, SKPDEB, SKPDKBT atau STPD.
SKPDN atou SKPDLE yang tidak benar;

¢ mengurangkon st membostulken STPD,

. membmalkan. ...
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do mombatalkan hasil peme rikzaco atau ketetapan pajak vang dilaksanakan way diterbitkan
rilak sesunn dengan tata cara vang direatukan: dan
e omengiangkan  ketetagan pajak emtang, herdasadkan perimhangan Semampoan
vembaya Wapils Pajok atau Ecadizi testanin obgek pajok
4y hewnman lemb ol mengenon i carn pengunmgn sy penghupusn sanks
sdministranl dan pengurazimzn st pembaalin Setapun pajek sehazamana dimaksod
pad o avon (20 dlistur dengun Peraenn Bupati,

BARTY
PENGEMBALIAN KELERTHAN PEMBAYARAN

Pramul 92

ily Adns Belebiban pemboyaes pouk, Wi Paak dapar  menggoban  pennobon
pengembalbon kepade Bupat.

(20 Bupat dalam jangka wakiu paling lama [2 (dua belas) bulan sejak ditesimanya perrohonan
pengembalian kelebihan pembavaran pajak sebagaimana dimeksud pada avar (1) harus
memberiban keputisan,

12 Apabila jercka waktu sebapaimana dimaksad pada avat (2) selah didampam dan Bopas tidak
memberthan suatn kepumzan, permohonan penpembalian pembavarn pajak diznggan
dikabakan dan SKPTHLE hames ditechitkan dalam jangka wakm paling Lana 1 (s bulan,

(4 Apeabilo wople pojak mempunyi uting cajukokelebthon pembeyuron pajuk, sebageiming
shmkesand it ©1) lngsing diperbiomgkon ook melomass Gerichih laholi ateng ek
fersehar

(5} Fengembolion kelebibon pembavaron pojak schogoimans dimodewd avan] 1) dilnkakon dolom
jangica wikou paling Tarma 2 (dus) bulin sejak dicerbithannva SEPDLE.

BAD W
KEDALTWARSA PENAGTHAN

P'asal 93

i1y Hak untok nelakukas penapihan Fajak menjadi kedalvwarsa setelah melampann wakio 5
ilimra) sthun terhitung sejak saat terutangmya Pajak, kecuali apakity Wajib Pajak melakukan
Gtk puadaamdi acdiwng perpagakaon dacioh,

(2h Kedaluwarsa pensgihan Pajak sebapaimana dinsaksud pada aval 1 ledanppoh apabila;

il ke Sural Teowan dwvato Saes Pakss. il
b o prengakomn otm pogak doo Wagih Pagok, beok leczsaog soupan ik D gsangz

30 Db hal diterbitean Susal Tegoran doan Socal Pakse sebapaimana dimaksud pada avat (3)
humal w kedulpwarss penagbum difctung sopik amg gl penyimpaan See Faksa fersachin

(b Penpaknan atang Pajak secara Tangsung sehagainana dimakand pada avat (20 ot b adalah
Wajih Pujak dengen hesiduroneyn menyatabar musah mempunyan wiang Pack dun belum
maelinasinyd kepads Pemenntih Dwerah

5 Peogakuen vlang socara 0dak lmgsung scbugamany dunaksod pada eyat (2) huro! b doped
dikcmhu dun pengyjuon permohenun angsurin wiag penundan pembayersn dun
permehonan keberatan cbch Wapb Pajak.

Pasal ¥4

(1 Mutang Pajak vang Gdas mungken ditagih lagl xarera hak unwk melakukan peragihin sudah
kedaluworss dapat dihapushan.

(21 Bupad menctankan Kepunesan Penghapusm Piatane Majak Deerah vang sudah kedalwwirsa
sebagaimana dimaksud pada ava (10,

(33 Tata. o,
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(3) Tata cara penghapusan piutang Pajuk yang sudah kedaluwarsa diswr dengan Peratiean
Bupati.

BARB V1
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

(1y Wajih Pajok yang melakukon vsaha dengan omeet paling sedikit Bp, 300,000 000,00 (tiga
s juta rupiah ) per tahun wajib menyelenggarnkan pembukuan stau pencataton,

(2} Kriteria Wajib Pojuk dan penentuan besaran omzel serts tata curn pembukuon at
penctatan sehaguimans dimuakssd pads oyvat (1) distur dengan Peraturan Bupati.

Pazul 96

(1} Bupau berwenang melukukin pemeriksaan untuk mengupi kepatuhan pemenuban kewajiban
perpajukan daerah dalam rangks melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daeruh.

2y Wajib Pajok vang diperikso wajib:

a. memperlibatkan dunfalan meminjamkan buky stan catian, dokumen yang menjic
dusamyn dien dokumen lxin yang berhubunzan dengan objek pajik vong tenitung,
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempa stou rengan yong disnggap perlu dan
memberikan bantunn gona kelancaran pemeriksaan; dan/otau
¢. memberikan keterangan yang dipertukn.
(2} Ketentuan bebil lanfut mengenad tata cara pemeriksaan pajak disur dengon Pernturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasul 97

(1} Instans yang melaksanakan pemunguton pajak daerah dopat diberikon insentil stas dasar
pencapaian kinerja lertentu.

{2y Pemberian insennf schagmmung dimuksud pada ayet (1) dictapkan melalnl Anggoaran
Pendupatan dan Belanju Daeruh,

(3 Tata cara pembenan dan pemonfaman insentf sehagamons dimaksod ayut (1) diaur dengan
Peraturan Bupati,

BAR VI
FENYIDIKAN

Pusal 98

i1y Pejabai Pegowai Negen Sipil terteniu di inghungan Pemenniah Daerah diben wewenang
khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana & bidang perpajakan
doerh, sebagaimana dimaksod daliom undang-mdong Hukum Acora Pidana.

(2 Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (T) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil terieniu
di lingkungan Pemeriniah Doeruh yang diongksl oleh Pejubar yang berwenang sesuni
dengun ketentuen peraturan perundan g-undingon,

13 Wewenag penyidik sebagiimona dimaksud pada ayat (13 adalah ;

i menerma, mencar, mengumpulkan, don menelit kelersngan slau laporan berkendan
dengan tinduk pidana di bideng perpajakan Daerah agar kelerangan stou laporan tersebul
menjadi lebih lengkap dan jelas:

b meneliti, mencan, dan mengumpulkon keterangan mengenni erang prifedi atoe Bacon
tentang kebenpran perbusan yang dilokukan sehubungon dengan tindak  pidana
perpafakan Daerah;

€. meminti....,
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¢, meminta keterangan dan bahan bukti dur orang pribadi s Badan sebubungan dengan
tinckik pidona di hidong perpajakan Dperah;

4 memeriksa buky, catuton, dan dokumen lain berkenman dengan tindak pidana & bidong
perpajakon Daerah:

e, melakukan penggeledodun untuk mendapatkan bahan buke pembukuan, pencutatan, dan
chokumen luin, serts melakukan penyition tefadap bahan bukil tersebue;

. meminta bantusn tenaga ahli dalem rangks pelaksanaan twgas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakum Daerah;

g memyurah berhenti dan‘ston melarang seseorang meninggalkan ruangan ataa tempar
pada sl pemeriksaan sedang betlingsung dan memenksds dentitas orung, benda,
dlan/st dokumen yvang dibawa,

h. memdotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajukan Dacrah

. memanggil omng unk didengar kererangannya don diperiksa sebaga tersangka atay
saksi;

J.  menghentikan penyidikan: dan/st

k. melokuban tndakan lain vang perdu untuk kelancarsn penyvidikan tindak pidana di
bidang perpujakan Duerah sesuai dengan ketentuan peraturin perundang-undangan,

4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ays (1) memberitahukan dimulainys penyidikan dan
menyimpaikan hasil penyidikannya kepadi Penortut Unom melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acam Pidina.

BAR IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal %9

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaanmya tidak menyampalkon SPTPD s mengisi dengan
tidak benor wuu tidok lengkap wtou melampirkan keterungan yung tidak benar schinggn
merugikan kenangan Daerah dapat dipidana desgan pidang kurungon paling lama | (satu)
tahun atay pidana denda paling banyak 2 (doa) kuli jumiah pajok terutang yang tidak otoy
kurang dibayar,

(2) Wajib Pajuk yong dengan sengaja tidak menyampaikin SPTPD oo mengist dengan tidak
benar atau tidok lengkop atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
kevangan Doersh dapat dipidana dengan piding penjura paling lama 2 (dua) whun staw
pidana denddn paling banyak 4 (empat} kali jumlsh pajak teroteng yang tidok atou korang
dibavar,

Pazal 100
Tindak picdana di bidang perpajakan daerab ok dituni setelah melampani jungka wakiu 5
{lima) nahuin sejak saal wrutangnya pajek stau berkhimya mass pajak atau berakhimyus bagian
tahun pajak atau berakhimya tahun pajok yung beraingkutun,

Pasal 101
Dendo  sebagaimana dimuksud dalam Pasal 82 dan Pusal 83 merupakan  penerimaan
NegaraDaerah .

BAR X...
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BAE &
EKETENTUAN PERALIHAN

Favznl 102

Padn saot Perstiean Docral inc berdako, Pajok vang mosih teeotieg berdasarkan Peramren Doerah
dan jenis Pajak Eabupaten sebaramana dimaksud dalam Pazal 2 aval (20, sepanjang béak diabar
etz Peraturan Diserals i maeil dagat dimgeih se o jangka wakia 5 (lima) taban fedhioog
sifih wad leruting

BAR X1
KETENTUAN PENUTUF

Pausal 103

Hal-hal wvang belum diatur dalam Petaturan Dacral ind  sepanjang mengena  leknis
Rk s ATy eksn e lebih lammi lln;'r!g:m Feratiran Hppan.

Fasal 104

Pudy g4l Feraturun Dwersh im o malo berlaba

wo Persturan Deierah Kubupaien Daersh Tingkat [ Bondowoss Nomor 7 Tehun 19%E wnisng
Pajax Horel dan Hestoran (Lembaran Daceah Babupaten Daerah Tingkat I Bondowaso
Tahuw 1998 BMeonwr | Seri A);

I, Peratoran Droeraly Kabwepaten Therah Tingkat 1T Bondoaosn Nenoe & Tahun [99% tentang
Pujaki. Hiboron (Lemboren Doeroh Kabupoten Besab Tingkot 1 Bosdowose Tahoa 1559k
homor 2 Ben A

¢ Perairan Deeraly Kabopaterw Daerah Tioekat IT Bondowoso Momor ¥ Tahua (998 lentang
Fajax Reklamelembaran Daerah Kebupatea Thwaah Tingkat 1T Boasloosose Tahua 1998
Meemor 3 Sen Al

d, Meraturan Daerah Eabupaten Decrah Tinpkat I Beadowoze Bomor 11 Tahun 1998 entang
Pajuk pemanfaatan Air Dowah Tanah dan Adr Permukonn (Lembaran Dacrak Kabupaten
Daerab Tingkar 1 Bondowoso Taben 198 Namar § Sart A,

. Perotumun Dheerabe Kobupaier Boodowose Nomor 2 Toban 2009 eonbung Pajak Peoaangun
Jalen (Lembarun Pacrah Kebupaten Boodowoso 'Pahen Z00% Moamor L S U

diabut dan dinsatkom ndak berdaku,

Pasal 105

Permuran Dracrab tnd moulad berlake pada teeggal divndanghan.
Agdr setiap orang mengetahuinya memerntahkan pengandanzan Peraturan Daerab ini dengan
pencrmpuinnnyid dadam Lembunn Dacrnb

Frirerakan di Roadownsn

pade Linggal

KUTPATI BONDOWIOSO,

AMIN SAID HUSNI
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Lampiran N :

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso nomor 57 Tahun 2010

Suna NDOWDSE

PERAT.RAN EUFATI BONDIWOSE
NONOR 57 TAHUN 2010

TEMTANG

o |STEM DAY PROSEDUR PEMUNEUTAN BEA FERCLEHAN HAS ATOS TAMNAH

Idsnimbang

Manzingal

ot i

i

. Umdang Undamg Rlamear 57

DAk BARSUNAN SABUPATEN BOMEOWOS0

DEMGAN RAHWAT TUHAN YARS MAHA 54

BUFAT| BONDOWOST,

nshwa berdeserhan Feraluran Coecak Kabopaten Boncowesa Homar 15
Tahun 2070 tentang Pajak Caerah, Beo Perolehan Hak Alas Tapal dan
Bangunan cilelepkas sebogsl salzk saw jenis cajak yang dilakucan
pemursutantya i wilsyah Kab.o calen Bonclown s

balwwe nerdasatkan porimbargan setagaimena demekoud ol 2, peri
rmenziakan Peraturen Supell Bondowoso (entzng Frosedur Parmungulan
Bea Ferciehzn Fak alas Tenah dan Bangonan

Undang Lindang Somor 16 Talun "060 tertarg Pembantukan Das ah-
Dazrsh Kebuzeton delam Cngkungar Provinst Jawa Dok (Lsild
Megara Republk Irdoresia Tahun 1930 Nomor 47) sebagoimaing |zian
dubar dangan Widang Undang RMamor 2 Tahun JEES (Lameoaran
Megara Republis Indsnesia  Tahan 1969 Nomae 19, Tombalan
Lerharan Negara Hepublik Indonssia Namar 27350)

Undeng Lndeng Momor 13 Tehur 12B5 terlang Feps B dan
Eanqunar (Lembaran Megara Sepubiy Indoresia Tasor 19375 Momor
68, Tarbaran Lembaran Negarz Ropublk Indeizsia Moemor 337
secagamana (elsh dicbah dengan Undang Undang Sewor 0 Tl
1984 (Lembaron keqats Zepublik ndenesia Tobur 2004 Moo 82,
Tambatan Lemuaran Negars Repubdik Indsresia Momor 3568

Lndeng Undang Momer 2 "ahan 1397 wenitang Bza Pesolzlian Fak Adas
Tzapah dan Bagunan [Lembaran Negara Resubilk inoeocem 1elwre
1987 Memazr 44, Tembanan Lor-baron Mecaia Hepoble ndonesis
Mamar JEAAY L r

Jrdang Unceng Nomor 28 Tahun 1959 leolang  Fasyelsrgoaczan
Megara yang Eersin can Bsbas dan Forups, Kolis den Nepoteme
(Lombaran  Mecara Republls Imdorcsia Tehun 1889 Momor 75
Temtshsn Lemzeran Megara Ropubik ndonzia Mo ngr 355

Tahun 2002 tertang Keusngan Negarm
iLemoaran Megara Republk  ndonesis Tahun 2003 Mome' &7,
Tambahan Lembarar Megoe Repastls Indosesia Memor 4283

. Undano Undsng Momer 1 Takun 20049 lenlany Persandanaraar Nagam

{lembaran Negara Republik Indotesia Takun 2004 Namer 5 Trebaban
Lambizran begara Feglilik Indorests Nomar 24%5) .

7 Ldendiariy
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0.

i

Undang Urdana MNomer 15 Tenur F0C4  teplang 1Je.r115::s;.1;;
Pergelc aan dan Tenguna Jawa’ <eugngan Negara (Lembaran hpgam
Rapubiik Inconesiz Tahun 2004 Nomor €3, Tambahan Lembaral hed

Repuolik Ingsnesia Momar 4400)

Lndang Undang Nomaor 25 Tahur 2004 leriang :’i-_isten Pere_nca!usan
Pambangunan “asionsl {Lembaran Negare Republik Ingonesia 'I.;:I_ r.l_l'n
9004 Momer 104, Tamkaban Lembaran Nugara Repuulik Indonesia
temor 44210

Uridang Uncang Mover 32 Tahun 004 tenlung Pemarinlahan 1‘:!.'-;.u":la|;
(Lembaran Megara Republik Irdor2cia Tahun 2004 MNomo: :5:
Tambahan Lembsrar Nsgats Aesubik Irderesia homar -ix_‘-J?J
sebagairana telah diubeh beberags kali, terakhr cengan Unciany
Undane WNorior 12 Tahun 2003 lentang Perubahzn Kedao Atas Uncang
Undasg womor 32 Tahun 2004 lentang Eamariafabun  Masrah
(Lamkaran Negera Republik Irdoresia Tahen 2008 homar )
Tamrkahan Lambaran Megara Republik indoresia Mamaor 58447,

Undang Urdeng Nomor 33 Tahua 2004 enland Ferimbangen KLuangan
Aniars Peoennlah Susat can Pemenntahan Dasrah (Lembgren Magara
Repushk Indoresia Tahan 2004 MNaner 125 Tambakan Lemoaran

,,_.;‘Hegarﬁ Fop.blik Indernasia Momor 2287

11.Uhdang Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentong Paja: Dawrah can
L _~Iietribusi Uaerall {Lembaran Megara Repubis ndonzs.a Tahwp =009

Hp‘”

T

14

16,

Mamor 130, Tambahan Lembz-an Megara Repubhk Iunesia Merrer
5049 |
Paraturan FPemerinlab Mormor 58 Tahun 2005 -enlang Pengelokian
tauangan Dasran, {Lembaran Megurs Republik irdonzsa Tahun =L0o
hamaor 140, Tamkaban Lembsran Menara Bepablik Indanesia Momor
S5TH)

Faratu=zrn Femeritlah Momor 23 ahun 2005 taatang Pengeclaan
Keuangan Dadan Lavamar Umwin (Lembasan Nagasa Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tamoahan Lsmbarar Magara
Fapuslik Indonssa Normo 4502

Fararuran Pamerintah Mormar 28 Tahun 2007 t2ntang Fembagian Wiesan
Parmedntahan Artare Femerintah- Pemetintahan Daerah Provioasl, dan
Femerintahan Daereh Kebupalen/oa (Lembaran Megora  Reoublik
|adanesis Tabun 2207 Momor 82, Tambohar Lemboron MNogara
Fapuahk ndonasia Nomor 4737 5

 Peraiuran Pemasintan Momor 41 Telwn 2007 lenlang Organsasi

Farangxal Dagrah (Lemtaran Megara Repuklk Inconesia Talwn 2007
Mo BY, Tanbahan Lermaanan Negars Reoublik inoonesia Momer 4747) ;

Peraluran Mantari Dalam Megerl Kameor 12 Tahun 2003 enlang
Pedoman Pengeloiaan Keasangan Dasrah, sebagaimana ean dwlzah
dengan Percturar Meater Calam Waoss Nomar 589 Tabhun 2007 tenang
Perubahan Alas Petaturan Menteri Dalam MNegan Novor 12 Tehun 2098
tariang Pedeman Pengelalaan Keuargan Dasrah

Pergluran  Menteri Dalam Megerd Morwr B9 Tanun 2007 lenleng
Fedoman Teanis Penge olaan Revangan Bedar Lavaran Umum Deerak:

. Peraturarn  Daerah Momor 9 Tabun 2007 teriang  Pohow-Pokok

Fergeiclaan ¥euargan Dasrah |

‘8. Feraturan Daeran <abupaler Bondownse Momar 13 Tehyr 2310 teritang

Dinas Daorah |

Farafuron Dacrzh Kabupelien be i " . -
Paiak Dasiah vpelen bencovioss Memmar 1% Tahu 2010 tentang

MEMUTLISKAN
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Menziapgan

MENUTUSKAN :

-DUR
PERATURAN BUFATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDU

PEMUNGLTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TaNAHA DAN BAN

SUMAN

KABUPATEN BONDOWOSD

BAE |
KETENTUANLAUM

Pazal 1

Dalam Perat-an Bupatl ni yang dimahsod os13an

in

-l

12

Periefntatzn Daeran adalah Pemerictaban Kabupalen Soncdewnsa
Bupali 2dalah Suzal| Bondowozo |

Cings ace an Dires Fondspatan dan Feagelolaan keuangan Kakugaten
Bancowese

Bea Perclohan Hak atas Tanah can Bengunar aclziah pajak yang
dikenakan sas perokehat fak alas lanen deodalal aangunar pandg
salaauinya disasut OF ATE

Perolehan Hak atas Tanah oanvataw dangunan sdalah poerbuatan sta
perisliwa Fudurs yarg mengadisatken diperolehnya hel alas lanal
canfatau banganan cleh crang prbadi atou Badan | !

Hzk alas Tarah dandzizu Banpunan adalah haws atas tanah, termasck nak
pengelolaar, baserta bangunan diaiasnya, sebageimana diraksud dalam
urdang-undang ai bidary partangkan.dan bangurar |

Wejib Pajak adalah orzng arbad 2oy Badan, melipuh pznbayae pajak,
permctonn  paias, dan pemunrgul paad, sang oterpliayal hak o dan
kewsjlbar ps‘pala<an s8sual dengor Ralentuar peqalutan peruncang
ungangan pepajakan dasrah

Badon adalah sshempalan orang danfalag modal yEng  mgrugzaken
kesatuar, ba'k vang melckukan usana maupun yans ek inglacaken
Usaha yarg meliput perseroan eroatas, pereeroan Ko andile, priseingn
lairmya, bader usaha milk segara (BUMMY, siey bsdan ueaba mik
dasrah (UMD deqdgan rame dan celgn baolus apa pur, brina, kungsi,
Koperesi, cana pensidn, persekutuan, sercumpulan, vavazan, organisasd
massa, emanisasl scsiel pollik, dlou cigunisast lainnya lembage oan
perluk Badan lainnya lermasus konirss vestasi col=kbF dan benlak uesro
letag |

F'EI.E.'}-J! Hamoipzl  Akie Tanah."F‘aiabal. LLIang_ aclalaly
berwenang mensrhitkan Akle Pemindahan Mgy g:ac
Barganern , *

pihak  yary
Tatzh daniaisu

Bergahara Pener maan edatak cajabil fungriona

IFENETIma, memyimpan menyelarkan i
; ! h menatausabs

memperlanggungjevabkan 43ng  pandapatan S il

il : dasrgk  dalam  rangks
pelzksanazn APBD pads O . 5
e Inas. Pengalalagn Fendapaian RELETYRN dan

ang olumyak unbek

. Boneliziag
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11

13.

14,

15

15.

11} Sistem dan Prosedur Pemungatan -BFHTE pMen

{2}

{3) Froscdur Sergurisan Akls

4

Bendznara Penermaan Pembantu adsiah pajabal ‘ungscnal yand ciiluin)uk
anlule menorma, merylimpan,  renyalorsan,  menatausahakan, clan
mempertaroungjawsakan  uang  pendapalen dosrah dalem  rangka
palaksanaan AFED paca unil kerja SHPD

. Bank aley Tamgpat Lain yang ailumuk acalah pihak <gthioa yany menzrma

pembayarar EPHTE terutang da-i Wajit Pajak |

Dokumen ierkail Perlsban Hek atas Tarash daniatay Racgunan adolah
dekumen yang meqayalekan lelah I=jadinya parcindahan hak  stas
kepemilikar tanah darfatau bangunan, Do<umen in dapat borupa sural
paranjian, cokumen jug kel surat hibah surat wans dan leon- mn vaEng
ekl kekuatar nukom |

Saral Sstoran Pajas Daerah untak BPHT2, vang sclanulnya disinc4al
S5PD BPHETB, adalat surat yany olel Wajil; Faak dhgonsbar vtk ook
melakukan semoavaran Atau senyeloran pajak =rglang ke Kas Coaerak
Al lempe! laic yang ciletagkan oleh Kepala Daarah dan sakaligus un'uk
melaperkan data cerolehen hes sles laneh danfatea barguran

Akta Pemindaben Hak alas Tansh donvaiou Bangunen adalab dekumen
legsal penetanan pamindahan hak atzs tznakh dandata bangunan dan zaty
pihak ke phak lsin

Famungutan adaleh suatu rancaian kegisten muial dasi [ v ien e an
dala chye« dar sibvek pajak, pensnlun bosarrya pajak yang lerulong

sampal Aggiatan penagihen pajak kepads Wajik Pajak zerla pengavasan
PEnyetcranrya,

BAR I
RUANG LINGKUP

Fagal 3

zakuo seluruhy rang waian
A, mendtausabakan, dan
atas Tanah dan Banguran
Frosed.r sesagaimana dirrsksud pada ayat (7] me puti

B. prosodur pengurusan Akle P 3
i wnle Pemindzhar
Bargunen; )

preses baag harus dilakukza dalam FRETE Ty
mealzsorken panerimae Eas Peraleran ~ak

Hak alaz Tanah deyaiau

b prosedur BEM 3ayaran SPHTS:

L prosedar 5 i
ki englitian Surst Seloqan Pajak Daerak BEFATE i=sPD
3 prosedur p

zndaftar Sl
e, 8N Akld Pomicdahan Hak olag

Tdnah dan/aiay
B.

musedur selagoran ERHT R
orosedus pEnE nan:
. aresedur PenCUrasgan

Pemindahan Hak alas
i = sud PAca ayat (2) lryt
e-lmu Pemindahan  nay
ghilungan beaar SPHTS g

Banguaan seEagamana dima
FENyiapan rancan-;ran
banguran sekzligue poy

Tanah daratay
Hadalab prasedyr
2ae  |lanah dariatay
dtang Wajin Pijak ;

() Feosadur ,
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[ ]

(4) Prosedur pembayaran BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurdf
(%) adalah prosedur pemoayaran pajak 2ratang yang dilakuken oleh Walias
Pajak dangar menggunaken SSFD BI'HIE

i6) Prosedur penslitisn Surat Seteran Fajak Daesrah BPHTE [SSFD BRHTH)
sobagarmena aimaksug paca ayat (2) hurd! ¢ adaah prosecw warnkasi
varg dilskusan saluan kero perangkat dzzrah yang membicleng: alas
kebgnaren gan kelengkapan S5P0 BF-TH dan de<umean penduakungiya,

(B Prosadur  pendattaran Akta Pariindaban Hak glas Tarah damvalau
Bangunan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) rul o adaleh srossdur
pencaftcran okla kepada Kapala Kentor Bicang Perlanahan dar
penetilan akta olel PRAT |

{7y Prosedur pelasoran Bea Ferolzhan | lak atas Tanah dan Hangunan
szbzgaimara dima<sud pada ayat (&) huraf a adalah prosedur pelaporan
“ealisasi penedmaar BPHTE dan akta pemindahan kak |

(6) Frosedur penetapan Surat Tagihan BFHTH, SKPDE kurarg BayanSKFDE
Kurang Bayar Tambaban, dan Sural Teguran senagaimara dimaksud
gpada ayat (2] huruf § adalah  presedur penstagan Sural Tzgihen Pajek
Daergn BPHTS, SAPD Kurang Sayar EFHTESERD Furang Sayar
Tamvahan EPHTE dan Sural Teguaran yang dilzauken wish cepala salvan
kera peranc<at dasrah yoang mem oicdang

[2) Prosedur penstapan Surat Kepatuzan Pengurangad sabagaimana
dimaksud peada ayal 27 horof g adaloh  prosedur  penelapan
perzetujuanirenolakar atas pengedan  pengurangan BREHTE ],-:.':rr:r_;
dimjuban gieh Wejib Pajak ;

Paszal 3
(13 Untuk melaksanakan sislam dan prosedor seoanaime g i absue ¢alam
Pasol 2, salvan kera perangket dasrah wang membicangl  Beus
mempersicpkar fungs yang dibwdoakan, meliouti
a. fungsi pelayansn;
B. fungsi cata danomlomas dan
€. fungsi pambukien Jdan pelaporan

(2} Fungsi selayanan sebhagaimara ¢imaksud pada avat (1) huead 5 bzriugas
reslakukan  inleraksi dengan  wajib pajak datam lehapan-lahagan

pemunguiar 3PHTE seperl dalam proses penelitiarn SSPO dan oroses
pengurangat BFHTR

13) Furgsi dela dan informasi sebagaimens dimaksud paa avat (1) hurt b
parlugss Lniuk mengelola datatase teskait objak pojak ;

{4) Fungsi pembukuan dan pelsporan sebagaimana o maksyd s

huruf e Renugas Unluk menylagkan Laperan Reallgs: =
berdasarkan data dan

o ayal (1)

it : crmaan BRHTS
aporan dar alhak ohak lain yang diturui<

SAE .
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Enz I
SIETEN DAN PROSECJR PEMUNGUTAN BRPHTH

Bagian Parfama

SPenguresan Akia Pemindabar Hak atas Tanah dar/atau Bangur an

Pazal 4

(1) Wajib Pajak mongures Akia Pepewdabon Mok alos Tongn danfalau

Bangunan melalul Pejobal Fombuo: Akla Tanan (FPAT) olau Pojabat
Lelang s2si bl dengan peraiuran pardndang-undangon

(2) Fejaktatl Fombual Aktla Tanah ¢ Pojatal Lotang mchakukan ponchban alas

objes pajak yang naknya dialinkan

Pasal &

{1) Waijik Fajak menghitung dan mangisi Sural Sgleran FPajax Dagran BFR-TH

verg d'siapkan cleh Pejabal Pembuat Akla Tanah (PPRAT)

12 Tala zars pengurusan Akle Semincdahan Hak atas Tanak danfatau

Bangunan adalah scoagaimana lercantum da‘am Lampiean 1 Berauran
Bugati ini.

Bagian Kedaa
Pembayaran BFHTS

Fasal 3

(1) Wailb Pajsk  malaxuksn  pembayaran BPHTB  terudany  dengan

mengguaakan Surat Seloran Pz ak Dasrah 3PHTE |

(2) Pembayaran sebagamana dimaksud pads ayat (1) dilakuaan sy Wajil

Fagak meleul Bank atau Tempal Lan yang Doonpuk alaw Bondzbara
Fenerimaan pada satuan kerja peranakat dacrah yong meanibldsegl

{3) Tata cara pembayaran BEATE oleh Wajib Pear adalah senazanang

tarzamum dalam Lampiran I Peraluran Svosh in

Baglan Ketga
Panshlian 3SR APHTE

Fasal ¥

(1) Selisy pembsysrarn BPHTE wapb dilel glen Fungsi Palayanzn ;
{2} Parslitian sabagamana dimaksud pada ayat (1) oelp

2. kebenoran rformam yarg lercantum d2lam 500 3PHTS, dan
b kelzngkapan cokumen pendukung SSRP0D BPHTB.

T 1% |
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a = I”" 1 ] oot 3
(2) .J-_k.a m.parh.lf.an. peneian sshagaimana yang dimaksad paoa ayal (1)
diserlai dengan pemeriksaan lapancan |

(4} Taia carz penzliian SSPD EPHTR eleh Wajib Pajak ade ol c=hagalimana
tercanlum dalarm Lampi-an Il Parawran Bupall i, ;

Bagien Kesrpal

Pendcitaran Akta Pemindanzn as

Pasal B

{1) Wajb Paak mela<ikan pendzilerar Hak alas Tanan atau penda’leran
pemindear Hak atas Tanan kepada Kepela Kantar 2 de g Pertanaharn |

(2 Kapala sahlan 4era peranckat dagral yang mamzcang capat melakukan
<erjasama dengar Karor Bidang Pertansnan calam reogka pendalizren
Pem ndahan Hak

) Tata cere vendafarar Akia adalgh sebagamana tetcaniam diiam
La-nniran [V Peraturar Dupst i

Bogian welima

Pelaporan BPHTHR

Paeal 2
(1} Pelaparar EPHTE dilaksanakarn pleh Suswsi Pamibukuar clan Telmpoian

12) Pelaparan BEHTE berlujuan untuk mramberikan informasl tantang resisas

penanmagan HEHT B sebags saqian gar Fandazalan asli Deorah [PAD]
Pasal 10

{1y Fungs Pe nsukuan  dan  Selaporan maryigpran  Laporan OFRTH
hardagarkan dodur@n-dokuman darl  Bark  canfoliu Eenclalinra
Panern2an danfatau PPAT |

i3 Fungsi Pembukusn dan Pelgzasan merenms laparan pEnenmaan EFHTAR
dad Bank yend Ditunjusf Ezedarara Panerimaan pailng lambe: pada
tanggal 1¢ {mapu ) balan herkuinyo

(3) Fungsl Pambususen 4an Pelaperan manarima 13paran pe nbusla akla
Parclehan Hak atas Tarah diar fatau Bengunan darl Fefabat Pambue’ Akta
=4ah paling lamibat pada fargga’ 10 {sepulahy buian bersul e

14y Tala z@ra salaperan Akli adalah sebayaivana tercentuT daten | oo poan
W/ Peraturen Bupali .

Bagfan Sanaitl .
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Hagian Keenam

Prosedur Penagilhan EFHTE

=asal 7

i1y Prosedur genaakan dilakuran unick menagih BPATE leralang wong
o= um dinayar oleh Wajib Pajas

(21 Prosedu! pziapihan eebagaimeng dimaksud pada ayal {11 dilaksznzkan
melalui senetapan Su-at Tagihan Pajak Leeras (STPLG osafatau Sural
Kelzlapan Pajak Casrah Kurang Bays: (SKPDRED] BPHT 3 Watau Zurat
Katatapan Pa ak Daerah Kurarg Baya: (ambahan (SREDEET) DRHTE

i3y BTPD danfatau SKPE gepagaimans dimaksud pade ayal [2) dopat clitlsuli
dangan Sutat Teguran denlatou Burat Paksa ka diperluakan .

(4) Tata cara pendaflaren Akls sebagaimana ‘ercantam szam Lampiran Yl
Feraluran Baaat inl

Ezuian Keti)in
Pros=zdur Pengursngen 2FHTE

Pasal 12
1) Pengurangar BFEHTE digjuken wieh Wa b Pajak dan disamnaskan kepuoda
Zungsl Pelaysnan diiudk ditelii
2] Pangurangan BFHTE sebagaimana dima<sud dukm-ayatl (1) dilarsanakan
smE.a| cEngen peraturan perundang undangan |

(3} Tala cara pergwrangan 3IPH H adalah sshagaimang erzanlum dalam
Lampiran VIl Peraturan Bupsl ni

Bag 1V
FASILITAS]

Fasal 13

{17 Kepaln satuan kerja perzcgkatl daarah vang mamblidzng  elabukan
fazlltas] Peizksanaan Peraturan BLpahi im

[2) Fasillasi  sebagaimans dimaksud calam Syal (1) mchpal,
mengkaordinasikan, meryempumaiar lamp an-larEiran sosunl dengan
aeraturan porundang-undangan, meaksanakan Basalisos, supcrazl dan
immbingan  teknis  sorta memaerkan asizlens

Gl untuk  kalancaran
pelErsanaan soroluran Buzeld ini

BAR W
KETENTUAN PERAL HAN
Fazal t4
Hal-nal yang boldr calur dalaT Paraluran Bupath in

, : selzagail wcasse
operasionallsezl pelakzanaan serungutan BRPHTE z+an iatur dan &

letih laniul oleh Bupa!, flatapkan

8an vl
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EAEV
KETENTUAN FENJTLP

Pasal 15

Peraturan Bupsl ni mual Terlaku sejax tanggal 1 Janoar 2011

Agar seliag orang mengetahuinga, memsarintankan pengunaangan Peraluran

Bupeli ini dengan penemoatannya dalam  Berila Deerah Katupalen
Bordowoso

Ditetap<an d: | BONCOWOED
Pada targgal -~ 27 DESEMI3ER 2010

BUPAT| BONDCWISO
|

AN SAID HUSKI

Diundargkar di ;. BONDOWDSO
Pads tamggal @ 27 DESEMBER 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EONDOWCSD

ftd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BEONDOWOSO TAHUN 2010 HOMCH 87

Ealinan ezcuai aslinya,

air, BUPAT| BONDOWOSO
EEKRETARIS DAERAH

LTR I}
KEPALA BAGIAN HUKUM
to

WA ETIAVWAN, SH,
Panzta Tingkat |
MR, A8aE1114 199719 1 301
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